sudah senior dan karena usia tidak dapat mencalonkan diri lagi. Jadi kalau
toh saya mencalonkan diri ya sebagai PR IV. Apalagi saya kenal baik
dengan Prof. Sunarto sejak saya masih mahasiswa dahulu.

Memang banyak teman yang mengritik yang mencalonkan diri untuk
posisi PR IV. Ada yang mengatakan karena ingin yang ringan, ada yang
mengatakan karena bisa banyak jalan-jalan, dan bahkan ada yang
mengatakan biar tetap dapat aktif di luaran. Mungkin ada benarnya,
tetapi itulah yang memungkinkan, agar tidak “ngendih” posisi teman dan
yang saya punya pengalaman. Bahwa PR IV tidak strategis ya, bahwa PR
IV tidak banyak daya ungkitnya untuk mengakselerasi Unesa memang
betul. Tetapi itulah yang mungkin saat itu dan saya ingin memanfaatkan

jejaring yang saya miliki untuk membantu pengembangan Unesa.

Akhirnya saya terpilih menjadi PR IV
menggantikan Prof. Sunarto. Karena
sudah terpilih tentu harus memikirkan
apa yang akan dikerjakan dan terobosan
apa untuk membantu memecahkan
kebekuan seperti yang dipesankan senior

tersebut. Sejak lama saya mengamati
Unesa tidak begitu dikenal oleh

masyarakat dan warga Unesa sendiri juga
Prof Haris Supratno  kurang percaya diri. Apa buktinya? Unesa
itu metamorfosa dari IKIP Surabaya,
sehingga keahlian pokoknya dalam bidang pendidikan. Sayangnya kalau
ada masalah pendidikan jarang sekali Unesa tampil ke depan. Koranpun
lebih sering memuat pendapat teman dan Unair dan ITS tentang
pendidikan. Warga Unesa kurang percaya diri, buktinya banyak
mahasiswa bahkan dosen Unesa lebih senang memakai jaket dengan
simbul Unair atau ITS dibanding simbul Unesa. Bahkan ada dosen yang

Mohon Pamit tapi Punya Hutang 145



mobilnya diberi stiker Unair atau ITS. Pertanyaannya, bagaimana
menumbuhkan kepercayaan diri warga Unesa? Itu pula yang saya
sampaikan kepada Rektor Unesa saat itu, Prof. Haris Supratno, setelah
saya dilantik menjadi PR IV.

Ternyata ada hubungan antara dikenal orang banyak dan rasa percaya diri
dan sumbernya peranannya di mata orang banyak. Ketika seseorang atau
institusi memainkan peran signifikan di masyarakat maka orang akan
mengenalnya dan jika banyak orang mengenalnya yang bersangkungan
akan semakin percaya diri. Berangkat dari ini, maka penumbuhan rasa
percaya diri warga Unesa dan dimulai dengan menguatkan perannya di
masyarakat. Peran di masyarakat harus dibangun berdasar kemampuan
yang dimiliki.

Dari kiri atas searah jarum jam: Prof Roesminingsih, Dr. Imam Supardi,
Dr. Martadi, Dr. Ketut Prasetyo, Dr. Suharsono, Drs. Eko Wahyudi, Msi,
Dr. Suroto, Prof. Lutfiyah Nurlaela
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Saya beruntung menjadi PR IV dibantu oleh tokoh-tokoh handal seperti
Prof. Rosminingsih dari FIP, Dr. Z.A. Imam Supardi dari FMIPA, Dr.
Martadi dari FBS, Dr. Ketut Prasetyo dari FIS, Prof/ Lutfiyah Nurlaela
dari FT, Dr. Suroto dari FIK dan Drs. Eko Wahjudi, M.Si. dari FE, plus
Dr. Suharsono untuk kerjasama Internasional. Juga didukung staf
adminsitrasi, yaitu Mbak Sri, Mas Sabar, Mas Dasuki, dan Mas Sumari.
Teman-teman handal itulah yang sebenarnya bekerja dan saya harus jujur
mengatakan gagasan-gagasan beliau sangat cemerlang dan seringkali ada

ide yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Pola kerja Bidang IV sifatnya kolaboratif, bahkan sebenarnya delapan
jawara itulah yang kerja keras, sementara saya lebih banyak menjadi
motivator saja. Mungkin saya menganut prinsip guiding not rowing dari
David Osborn dalam bukungan Reinventing Government. Jadi berbagai
capaian yang saya sebutkan berikut ini sebenarnya prestasi delapan teman
tersebut dengan dukungan empat teman administrasi. Bukan hasil kerja

saya.

Kemampuan khas Unesa yang logikanya tidak dimiliki lembaga lain
adalah dalam bidang pendidikan. Setelah diskusi dengan delapan jawara
tersebut diputuskan Langkah pertama Bidang IV (sebutkan pekerjaan PR
IV) adalah membuka “Klinik Pendidikan” bekerjasama dengan Jawa Pos.
Pak Martadi yang ditugasi menjadi penanggungjawabnya. Program
tersebut berjalan baik, seminggu sekali kolom Klinik Pendidikan di Jawa
Pos memuat gagasan teman Unesa dan tanya jawab dengan pembaca.
Saya tidak tahu, apakah melalui klinik pendidikan itu masyarakat menjadi
lebih mengenal Unesa.

Memanfaatkan jejaring alumni, saat itu yang menjadi Walikota Surabaya
adalah Drs. Bambang Dwi Hatono, MPd. (lebih dikenal dengan Bambang
DH) alumni Pendidikan Matematika. Dari sillaturahmi dengan beliau,
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Drs. Bambang DH (Walikota Surabaya)
dan Dr. Rasiyo (Kadikbud Jatim)

Unesa diminta untuk membuatkan grand design pendidikan. Di dalam
Grand Design Pendidikan Surabaya itulah dikenalkan istilah “sekolah
kawasan” yaitu sekolah bagus sebagai percontohan di setiap kawasan.
Mengapa begitu? Karena saat itu sekolah “baik” semua mengumpul di
tengah kota, sehingga banyak anak-anak yang tinggal di pinggiran kita
harus pulang balik ke sekolah. Saya berkelakar kalau saja ada 10 ribu anak
semacam itu dan setiap hari menghabiskan 2 liter bensin untuk ke
sekolah, berarti ada 20.000 liter perhari habis untuk antar jemput anak
sekolah. Jika sebulan ada 25 hari sekolah berarti 500.000 liter per bulan.
Jika harga bensin 2.000 rupiah per liter, berarti setiap bulan perlu 1 milyar
rupiah. Jika di sisi utara, timur, selatan dan barat dibuat sekolah bagus
maka anak-anak tidak perlu lagi ke tengah kota untuk mendapatkan
sekolah yang baik.

Ketika grand design pendidikan mulai dikerjakan, Pak Walikota bertanya
“berapa biaya yang diperlukan?” Kami bergurau, tidak memerlukan biaya
karena tu sumbangan Unesa untuk Kota Surabaya. Secara spontan Pak
Walikota memerintahkan kepada Kepada Dinas Pendidikan untuk
memberikan peluang Unesa pada pelatihan guru dan sebagainya. Setelah
itu beberapa kerjasama Unesa dengan Kota Surabaya berjalan

148 Mohon Pamit tapi Punya Hutang



berkesinambungan, antara lain pelatihan guru secara berkelanjutan yang
diberi nama Continuing Education, seleksi calon kepala sekolah, seleksi

guru berprestasi dan pedampingan sekolah kawasan.

Tampaknya Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Rasiyo yang juga
alumni Unesa mendengar kalau Unesa membantu Kota Surabaya
Menyusun grand design pendidikan, sehingga meminta Unesa juga
membatu DInas Pendidikan Jawa Timur dalam Menyusun grand design
pendidikan untuk level propinsi. Penyusunannya cukup lama karena
harus memetakan potensi setiap kabupaten/kota yang ternyata datanya
tidak mudah didapat. Apalagi saat itu disepakati sekolah kejuruan harus
mendapat perhatian karena Gubernur ingin sekolah kejuruan
dikembangkan sebagai penopang program satu kabupaten satu produk.

“Keahlian” Unesa menyusun grand design pendidikan tampaknya
terdengar ke Kalimatan Timur, sehingga Kabupaten Kutai Timur
meminta Unesa membantunya. Namun namanya bukan grand design
tetapi master plan. Bahkan kemudian kerjasama dengan Kutai Timur
berkembang ke pelathan guru dan rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional. Bupati Kutai Timur saat itu memang orang pendidikan
(Dr. Awang Faruq, mantan dosen Unmul), sehingga memiliki obsesi
pendidikan sangat tinggi. Masih ada beberapa kerjasama Unesa dengan
lembaga lain, misalnya pendampingan RSBI di Kabupaten Gresik,
pelatihan guru di Kabupaten Pamekasan, Pengembangan Pembelajaran
Inovatif bekerjasama dengan Balitbang Dikbud Jakarta dan Penyiapan

guru Sekolah Bertaraf Internasional Bersama Sampurna Foundation.

Untuk kerjasama internasional ternyata tidak mudah. Rintisan double
degree dengan Curtin University Technology belum terlaksana sampai
saya mengakhiri tugas sebagai PRIV yang hanya 12 bulan. Demikian pula

rintisan mengembangkan “Pendidikan Kelautan” untuk diintegrasikan
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dalam kurikulum SD dan SMP, bekerjasama dengan Kementerian
Kelautan dan Marine Education Center di Kanada. Kerjasama dengan
Unicef untuk mengembangkan Life Education, seperti disinggung di
bagian terdahulu juga belum berjalan lancar. Rintisan kerjasama dengan
University Sains Malaysia (USM) juga baru tahap awal setelah MoU
ditandatangani.

Apakah dengan berbagai kerjasama tersebut Unesa menjadi lebih dikenal
oleh masyarakat? Dan apakah warga Unesa menjadi lebih percaya diri?
Belum ada penelitian tentang itu. Saya juga belum yakin itu terjadi.
Dengan kata lain saya juga tidak yakin apakah yang dikerjakan oleh
Bidang IV selama 12 bulan telah mencapai hasil yang diharapkan.
Namun sebagai pelipur lara, moga-moga paling tidak apa yang dilakukan
itu sedikit mengubabh situasi, dengan keyakinan “tunas pada batang yang

mulai muncul itu terus tumbuh”.

Hal lain yang perlu juga diungkapkan dalam tulisan ini: Pertama, dalam
kerjasama tidak selalu menghasilkan uang. Banyak kerjasama yang
sifatnya mengenalkan diri dan membangun jejaring. Saat itu saya
menggunakan istilah “melempar umpan”, dengan harapan pada saatnya
ada ikan yang nyantol. Walaupun demikian secara akumulasi tidak boleh
minus. Artinya anggaran yang diperoleh dari kerjasama tidak boleh lebih
kecil dibanding anggaran Bidang IV. Kedua, Bidang IV hanyalah
katalisator. Setelah kerjasama diperoleh sangat mungkin yang
mengerjakan fakultas, jurusan, atau Lembaga Penelitian atau Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat. Mengapa demikian? Artinya Bidang IV
tidak boleh tumbuh menjadi unit kerja yang mengambil alih peran
lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya. Apalagi semua tenaga

Bidang IV merupakan dosen dari fakultas dan jurusan.
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17

WCU Dimulai Dari
Dosennya

ampai saat ini saya tidak tahu alasan

Prof. Satryo S. Brojonegoro (Dirjen

Dikti) memilih saya menjadi Direktur
Ketenagaan. Saya memang kenal dengan
beliau sejak saya menjadi Sekretaris
Pascasarjana IKIP Surabaya dan beliau saat itu
sebagai Direktur Binsarak (Pembinaan Sarana
Akademik) Ditjen Dikti. Bahkan saya sering
“ngrasani” beliau, orangnya ngganteng, pandai
dan selalu tampil necis. Guru besar ITB itu

Prof Satryo S. Brojonegoro

memang dikenal “berdarah biru” karena putera almarhum Prof. Sumantri

Brojonegoro mantan Mendikbud.

Suatu saat, selesai rapat sertifikasi guru beliau bertanya “Mas Muchlas
golongan jabatan apa?” Beliau memang selalu memanggil mas atau kang
kepada teman kerja dan anak buahnya. Saya menjawab “IV/d’, karena
memang itu adanya. Setelah itu tidak ada obrolan apa-apa, karena saat itu

sedang membahas masalah sertifikasi guru. Sampai suatu saat saya
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dipanggil Prof. Haris Supratmo (Rektor Unesa) dan mengatakan kalau
ditanya apakah Unesa mengijinkan kalau saya ditarik menjadi Direktur
Ketenagaan.

Beberapa hari berikutnya Prof. Hapsoro (saat itu menjabat Sekretaris
Ditjen Dikti) menilpun kalau saya diminta Pak Satryo rapat hari Selasa
depan. Mengira diminta menjelaskan sertifikasi guru, saya datang
membawa setumpuk berkas. Rapatnya di Gedung Aldiron, karena gedung
Dikti sedang dibongkar. Tidak begitu lama Prof. Satryo datang dan setelah
menyapa kemudian menyodorkan map dan ketika saya buka isinya SK
Menteri yang menunjuk saya sebagai Plt. Direktur Ketenagaan. Saya
bertanya “kok nggak pernah ditanya dulu”. Beliau menjawab singkat sambil
tersenyum “kalau ditanya nanti menolak”. Dengan SK itu, maka sejak 1 Mei
2007 saya resmi menjadi Plt. Direktur Ketenagaan. Pagi itu saya langsung
ikut rapat, tetapi siangnya dijjinkan untuk pulang ke Surabaya dengan janji
segera kembali ke Jakarta untuk mulai bekerja.

Pekerjaan “besar” pertama sebagai Direktur Ketenagaan adalah merintis
program beasiswa luar negeri. Sejak awal saya menjadi Direktur
Ketenagaan, Pak Satryo mengajak diskusi bagaimana mendorong
universitas menjadi world class university (WCU). Katanya itu salah satu
impinan Kemendiknas dan selalu disebut oleh Mendiknas (Prof. Bambang
Sudibyo). Pada kesempatan rapat pertama di Aldiron masalah WCU
dibahas cukup lama. Sebagai PIt. Direktur baru saya lebih banyak
mendengarkan, sambil melihat bagaimana pola kerja di Dikti. Ternyata
rapatnya sangat cair, diselingi dengan makan kue “jajar pasar” sangat
sederhana. Jauh dari bayangan saya bagaimana “para jawara” Dikti itu
rapat.

Ketika sudah pulang ke Surabaya, saya mencoba mempelajari berbagai
referensi yang terkait dengan WCU. Saya menemukan dosenlah yang
menjadi kunci utama dalam mengembangkan universitas menjadi WCU.
Konsep itu yang saya sampaikan pada rapat berikutnya. WCU itu dimulai
dengan dosennya harus kelas internasional, karena dosenlah yang menjadi
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motor universitas. Penilaian universitas, baik oleh Times Higher Education
(THE) maupun yang lain, selalu menempatkan dosen dengan bobot yang
sangat tinggi. Ketika universitas luar negeri akan bekerjasama dengan
universitas di Indonesia biasanya yang dilihat pertama adalah dosennya.
Jalan pintas untuk menghasilkan dosen berkelas internasional adalah
mengirimkan mereka untuk studi lanjut ke universitas ternama di luar

negeri.

Prof Suryo Hapsoro, Prof Tresna Darmawan, Prof Supeno Djanali, Prof Moch Munir

Argumen itu ternyata diterima oleh Pak Satryo dan teman-teman eselon II
Dikti. Walaupun diselingi kelakar “ya mesti saja yang ngomong kan
direktur ketenagaan”. Saat itu rapat pimpinan mingguan lengkap, di
samping Prof. Satryo sebagai Dirjen, hadir Prof. Suryo Hapsoro dari UGM
sebagai Sekretaris Ditjen Dikti, Prof. Tresna Darmawan dari ITB sebagai
Direktur Akademik, Prof. Supeno Djanali dari ITS sebagai Direktur
Kelembagaan, Prof. Mochamad Munir dari Universitas Brawijaya sebagai
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Bahkan pada
rapim Kemendiknas pemikiran itu juga dibahas dan disetujui oleh
Mendiknas.

Mulai saat itu dirancang bagaimana caranya mengirim dosen ke luar negeri
dan bagaimana mendapatkan anggaran dari pemerintah. Pengiriman
dosen studi lanjut ke luar negeri dengan anggaran rupiah mungkin baru
pertama, karena sebelumnya selalu merupakan bagian dari pinjaman luar
negeri. Oleh karena itu DPR mempertanyakan mengapa unit costnya besar
sekali. Seingat saya sekitar 1 milyar rupiah untuk mengirim dosen
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menempuh S3 di luar negeri. Tetapi dengan berbagai penjelasan akhirnya
anggaran tersebut disetujui.

Program beasiswa luar negeri dari dua jenis: (1) beasiswa degree untuk
menempuh S2/S3 ke universitas yang bagus di luar negeri, (2) beasiswa non
degree bagi dosen yang sedang menempuh S3 di dalam negeri untuk
menempuh sandwich like (SL) selama satu semester di luar negeri, dan (3)
bagi dosen yang sudah berpendidikan S3 untuk menyegarkan keilmuannya
di perguruan tinggi bagus di luar negeri. Program yang ketiga saat itu
disebut academic recharging (AR). Beasiswa luar negeri berlaku bagi dosen
tetap bagi di PTN maupun PTS. Dosen diminta untuk mendapatkan letter
of acceptance (LoA) dan dengan LoA itu melamar beasiswa luar negeri ke
Dikti. Seingat saya pada tahun pertama (2008) Dikti memberangkatkan
1.104 orang menempuh S2/S3 dan 782 orang untuk AR. Pada tahun 2009
Dikti mengirim 600 orang untuk S2/S3 da 450 orang untuk AR. Pada
tahun kedua, mahasiswa beasiswa S2/S3 angkatan pertama belum lulus
sehingga masih memerlukan beasiswa lanjutan, sehingga alokasi angkatan
kedua lebih sedikit.

Ketika memberikan pembekalan peserta menjelang berangkat, peserta
dipesan bahwa mereka tidak hanya kuliah untuk mendapatkan S2/S3 atau
menyegarkan keilmuannya, tetapi lebih dari itu membangun jejaring
antara universitas tempat bertugas dengan universitas tempat menempuh
S2/83 atau melakukan AR. Oleh karena itu sedapat mungkin penelitian
yang dilakukan tekait dengan konteks Indonesia atau daerah tempat asal.
Bahkan jika memungkinkan bagi yang menempuh S2/S3 salah satu
supervisor dari Indonesia. Semua itu dimaksudkan agar jejaring antara
universitas asal dosen dan universitas tempat studi di luar negeri dapat
terjalin.

Ada beberapa kejadian menarik dalam melaksanakan beasiswa luar negeri.
Pertama, protes dosen yang kalah dalam seleksi. Saat itu pelamar beasiswa

luar negeri sangat banyak, sementara anggaran sangat terbatas. Tim seleksi
melakukan seleksi dengan berbagai kriteria. Ketika hasil seleksi telah
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selesai, saya melihat data yang menarik. Ranking atas dari hasil seleksi itu
didominasi dosen I'TB, IPB, UI, UGM dan universitas besar lainnya. Kalau
seleksi didasarkan ranking itu secara apa adanya, maka universitas “kecil”
tidak akan kebagian. Tidak adil, seperti balapan sepeda motor yang satu
memakai sepeda motor baru 150 cc, sedangkan yang lain memakai sepeda
motor tua 50 cc. Oleh karena itu seleksi harus diubah. Ditentukan batas
lulus dahulu dan semua dosen yang skor seleksinya di atas batas lulus
dinyakan layak mendapat beasiswa. Dosen itu kemudian dikelompokkan
dalam universitas tempat bertugas dalam susunan ranking. Setelah itu
diambil ranking pertama dari setiap universitas. Ketika alokasi beasiswa
masih ada, diambil ranking kedua dan seterusnya sampai beasiswa habis.
Berdasar cara itu dosen yang ranking pertama dari setiap calon universitas
akan terpilih terpilih.

Justru disitulah munculnya protes dosen
yang tidak mendapatkan beasiswa. Yang
bersangkutan berasal dari PTN besar dan
merasa yakin skor seleksinya lebih tinggi
dibanding temannya yang bertugas di
PTN kecil luar Jawa. Ketika bertemu
yang bersangkutan saya tanya apakah
anda mau pindah ke PTN tempat
bertugas teman yang dapat beasiswa.

Kepadanya saya sodorkan kertas untuk g -
membuat pernyataan jika bersedia  Rizal Muslimin, PhD (MIT)
pindah. Jika surat pernyataan pindah itu Alumni Beasiswa Luar Negeri
dibuat, akan saya beri beasiswa dan siaplah berangkat S3 ke luar negeri.
Mendengar tawaran itu yang bersangkutan tertawa dan berkata kurang

lebih “moga-moga tahun depan saya dapat”.

Kedua, dengan uang sendiri kita dapat bargaining lebih kuat dengan
universitas luar negeri. Ketika saya berkunjung ke beberapa universitas di
Australia, semua mereka ragu kalau beasiswa itu dari uang rupiah, bukan
bantuan luar negeri. Mungkin karena itu pertama kali. Namun setelah tahu
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beasiswa itu rupiah murni, mereka melunak ketika saya menawar beberapa
persyaratan. Yang pertama ditawar adalah jangka waktu beasiswa S3.
Indonesia hanya memberikan waktu 3 tahun, sementara mereka minta 4
tahun. Akhirnya terjadi kompromi, jika dalam 3 tahun belum selesai maka
pada tahun keempat hanya diberikan biaya hidup, sedangkan tuition fee
dibebaskan. Salah satu contoh yang menarik adalah kasusnya Rizal
Muslimin, dosen ITENAS Bandung yang diterima di S3 Prodi Arsitektur
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Namun tuition fee-nya
sangat besar, jauh dari standar Kemendiknas. Melalui liku-liku yang cukup
rumit dan komunikasi dengan Fulbright, ditemukan jalan. Indonesia
membiayai tahun pertama, tahun kedua dan ketiga dibiayai Fullbright dan
tahun keempat dibiayai MIT. Setelah lulus, terakhir saya dengar yang
bersangkutan menjadi dosen di Sydney University Australia.

Tampaknya informasi bahwa Indonesia memiliki program pengiriman
dosen studi lanjut ke luar negeri sampai pada universitas di berbagai negara.
Konsorsium universitas di Australia mengirim utusan ke Jakarta dan juga
mengundang utusan Dikti untuk ke Sidney. Sebuah universitas di Malaysia
protes karena tidak masuk dalam daftar perguruan tinggi yang menjadi
tujuan beasiswa luar negeri. Beberapa universitas di Amerika Serikat juga
secara khusus mengirim email menyatakan siap menerima dosen untuk
studi S3.

Ketiga, dengan alasan anggaran terbatas dan keinginan untuk segera
mengangkat universitas di Indonesia menjadi WCU dimulaikan program
double degree. Melanjutkan pekerjaan lama, double degree untuk S2
Pendidikan Matematika akhirnya terjadi antara Unesa dengan Curtin
University di Perth. Berikutnya disusul double degree bagi dosen Politeknik
dengan beberapa universitas di Perancis. Di Indonesia, untuk bidang
Teknik dilaksanakan oleh Ul, untuk bidang Ekonomi oleh UGM dan
untuk bidang Pariwisata oleh Udayana. Prof. Katili dari Ul yang banyak
membantu rintisan ini.
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Walaupun hanya sekitar tiga setengah
tahun menjadi Direktur Ketenagaan
(karena harus balik ke kampus menjadi
rektor) saya mengalami tiga dirjen. Ketika
program beasiswa luar negeri baru mulai
berjalan Pak Satryo diganti oleh Pak Fasli
Jalal yang sebelumnya Dirjen PMPTK.
Menjelang saya mengakhir jabatan sebagai
‘ - Direktur Ketenagaan, Pak Fasli diangkat
menjadi Wakil Mendikbud dan jabatan
Dirjen Dikti diganti Prof. Djoko Santosa
dari ITB. Kebetulan saya sudah mengenal sebelumnya, sehingga

Prof Djoko Santosa

komunikasi dengan ketiga dirjen tersebut berjalan lancar.

Kadang-kadang saya membandingkan ketiga bos itu. Pak Satryo itu benar-
benar satrio seperti namanya. Dalam memimpin memberi otonomi penuh
kepada anak buahnya, tetapi setiap Selasa pagi rapat dan setiap Direktur
diminta untuk melaporkan. Jika ada masalah serius yang sulit diatasi apalagi
beresiko, biasanya beliau mengatakan kira-kira seperti ini “Baik mas, masalah
saya ambil alih paling banter kalau dianggap salah kita dipensiun bareng-
bareng”. Pak Satryo punya tradisi unik. Setiap tahun, semua Direktur diajak
rekriasi dan diminta mengajak isteri. Nah selama rekriasi tidak boleh
mengomongkan pekerjaan. Ketika jalan-jalan menyewa bus mini dan beliau
duduk dekat pintu seperti kenek. Kalau makan Bu Satryo bertindak seperti
pelayan, semua direktur dan istri dilayani, dan semua dibayari dengan uang
pribadi.

Pak Fasli orangnya cerdas, ramah perkawanannya luas dan pelobi yang ulung.
Ketika beliau mantu tamunya berbagai lapisan, mulai dari pejabat tinggi,
kalangan NGO, teman-teman dari lembaga internasional, sampai para aktivis.
Kalau ada masalah atau kebuntuan pekerjaan terkait dengan instansi lain Pak
Fasli yang diandalkan untuk mencairkan. Salah satu kebiasaan beliau adalah
mengadakan rapat dengan staf sore hari. Seringkali rapat seperti itu sampai
larut malam dan teman-teman berkomentar semakin malam Pak Fasli semakin
bersemangat. Nah, kalau hari Jum’at sore para Direktur biasanya pulang untuk
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mengajar Sabtu pagi. Untuk menghindari rapat sore hari Pak Hapsoro punya
ide, sehabis sholat Jum’at HP dimatikan agar tidak ditelepon untuk rapat. HP
baru dihidupkan setelah di bandara dan menjelang boarding. Ternyata ide itu
manjur.

Saya tidak lama bekerjasama dengan Pak Djoko, karena keburu pulang
kampung menjadi Rektor. Namun saya sudah mengenal Pak Djoko ketika
beliau menjadi Rektor ITB. Perawakannya kecil, sehingga kalau pidato di
podium sering berkelakar “ini saya sudah berdiri Iho ya”. Maksudnya sudah
berdiri tetapi yang kelihatan hanya kepala dengan sedikit pundaknya. Pak
Djoko orangnya egaliter dan kalau berbicara sering terselip bahasa Jawa.
Padahal beliau dosen dan mantan Rektor ITB.

Ketika baru menjadi Dirjen Dikti, Pak Fasli kaget melihat Dikti dapat mengirim
dosen studi lanjut keluar negeri yang umumnya jenjang S3 lebih 1000 orang
dan lebih 600 orang dosen yang bergelar doktor melalukan AR ke luar negeri.
Pak Fasli mengatakan jika program ini berjalan 5 tahun berarti akan dan 5.000
doktor baru lulusan universitas ternama di luar negeri dan akan menjadi motor
penggerak akademik di tanah air. Pak Fasli lebih kaget lagi ketika program itu
dikelola teman-teman Dikti sendiri dan tidak melihatkan tenaga ahli asing.
Memang dibantu tenaga ahli dari beberapa universitas, yang saya ingat ada
Prof. Bimo dan Dr. Edwan dari ITB, Prof. John dari IPB, Prof. Kaliti dari Ul,
dan Dr. Fuad dari Unesa serta beberapa lainnya. Namun mereka sifatnya
membantu Bu Istri sebagai Kasubdit yang bertanggungjawab terhadap
program tersebut.

Ketika dosen melakukan studi S3 atau sandwich like atau academic recharching
diharapkan dapat merintis Penelitian Bersama dengan promotor atau partner
lainnya setelah kembali ke tanah air. Dengan penelitian bersama diharapkan
internasionalisasi dapat dipercepat. Bahkan gagasan besarnya, pada suatu saat
universitas di Indonesia dapat berpartner dengan universitas ternama di luar
negeri untuk melakukan collaboration research dan di dalamnya ada program
S2/83 yang terkait dengan topik riset tersebut. Jika itu terjadi, saya yakin secara
bertahap W CU akan muncul di Indonesia.
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Viengarusutamakan
Pendidikan Karakter

aya sangat terkejut ketika membaca berita bahwa pada acara
S National Summit di Hotel Bidakara tanggal 26 Oktober 2009,

Presiden SBY menyebutkan pentingnya pendidikan karakter dan

reformasi pembelajaran di sekolah. Sepengetahuan saya, saat itu
Persiden SBY tidak memiliki anak kandung yang sedang sekolah di SD,
SMP, SMA atau kuliah di jenjang S1 dan cucu satu-satunya masih kecil
yang tentunya belum sekolah. Artinya Presiden SBY tidak memiliki anak
atau cucu yang mungkin bercerita bagaimana pembelajaran di sekolah.
Jadi sangat mungkin ada faktor lain atau informasi lain yang masuk ke
Presiden tentang pentingnya pendidikan karakter.

Kemungkinannya tentu sangat banyak, tetapi kalau sampai hal itu
disebutkan secara eksplisit dalam pidato resmi di National Summit, tentu
ada pihak yang dapat meyakinkan Presiden, sehingga hal itu dianggap
sangat penting oleh Presiden dan mendesak untuk dilakukan. Saya jadi
teringat suatu peristiwa makan siang pada hari Jum’at beberapa hari
sesudah Idul Fitri Tahun 2009. Saat itu saya diajak makan siang bersama
oleh Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA (saat itu sebagai Menteri
Komunikasi dan Informatika). Makan siang sederhana dan diikuti oleh
beberapa staf di Kementerian Kominfo.
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Prof Bambang Sudibyo dan Prof Mohammad Nuh

Yang pokok bukan makan siangnya, tetapi diskusi sesudah makan siang.
Setelah selesai makan siang, Pak Nuh mengajak diskusi santai dan seingat
saya waktu itu hadir Prof. Dr. Abdullah Alkaf dan Dr. Son Kuswadi
(keduanya saat itu sebagai staf khusus Menkominfo). Nah saat itu dibahas
masalah pendidikan dan salah satunya pendidikan akhlak dan perilaku
anak-anak kita yang cukup mengkhawatirkan. Seingat saya, saya
bercerita tentang masalah nyontek yang sangat serius di sekolah. Dalam
beberapa kesempatan bertemu dengan guru, saya bertanya: “jika ulangan
dan bapak/ibu guru harus meninggalkan kelas untuk ke kamar kecil,
berapa persen anak-anak yang nyontek?”. Sedihnya, para guru pada
umumnya menyebutkan hampir seluruhnya, 90%, 80% dan seterusnya.
Tidak pernah dijumpai guru yang berani mengatakan, tidak ada yang
menyontek atau katakanlah yang menyontek dibawah 50%. Bukankah
menyontek itu awal dari kebiasaan hidup menerabas, hidup yang
inginnya punya hasil baik tetapi dengan tidak jujur. Bukankah itu
indikator kita tidak berhasil atau katakanlah belum berhasil menanamkan
kejujuran kepada anak-anak kita. Cerita itu kemudian menjadi diskusi
yang panjang. Intinya kami yang saat itu ikut diskusi, sepakat betapa
pentingnya pendidikan akhlak untuk memperbaiki perilaku anak bangsa.
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Saya tidak tahu apakah saat diskusi itu Pak Nuh sudah tahu akan ditunjuk
menjadi Mendikbud atau hanya karena sesama pendidik, kemudian
mengajak diskusi tentang pendidikan. Yang pasti, dalam diskusi itu kami
yang hadir merasa prihatin terhadap perilaku anak-anak kita. Waktu itu
muncul seloroh: “orang tidak jujur sebaiknya tidak perlu pintar, agar tidak
pandai berbuat jahat”, dan seterusnya. Intinya semua yang hadir dalam
diskusi itu prihatin atas perilaku anak-anak kita, yang menunjukkan
bahwa akhlaknya kurang baik.

4 B L : e S8 7
Prof Yahya Muhaimin, Prof Magnis Suseno, KH Syukri Zarkasyi, Brigjen Soemarno Soedarsono
Berangkat dari ingatan itu, saya berpikiran mungkin Pak Nuh yang saat
itu menjadi Mendikbud (Bidang Kebudayaan bergabung lagi)
menggantikan Prof. Bambang Sudibyo berhasil meyakinkan Presiden
SBY akan pentingnya pendidikan karakter. Mungkin juga dugaan saya
salah, mungkin juga benar atau mungkin juga banyak masukan ke
Presiden dan masukan dari Mendikbud hanya salah satu diantaranya.
Yang penting adalah bahwa Presiden sudah menyatakan pentingnya
pendidikan karakter dan itu dapat dimaknai, Kemendikbud harus
melaksanakannya sebagai kebijakan penting. Dan betul juga, pendidikan
karakter menjadi salah satu program 100 hari Kemendikbud.

Ketika tahu bahwa Pendidikan Karakter menjadi program 100 hari
Kemendikbud, saya berseloroh: Itu timing-nya pas dan orangnya juga pas.
Timing-nya pas, karena semua orang sedang risau tentang perilaku
bangsa ini, sehingga pendidikan karakter dapat menjadi salah satu
jawaban yang tepat. Orangnya pas, karena Pak Nuh sangat tepat sebagai
figur teladan karakter. Selama ini Pak Nuh dikenal sebagai orang yang
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pandai, santun, sederhana, pekerja keras, selalu menghargai orang lain
dan dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Dalam rapat pimpinan di Kemendikbud ditetapkan bahwa yang menjadi
penanggung jawab Pendidikan Karakter dalam program 100 hari
Kemendikbud adalah Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan)
dan unit utama lainnya menjadi pendukung aktif. Prof. Mansyur Ramli
(Kepala Balitbang) segera bergerak cepat mengambil langkah
menggelindingkan pendidikan karakter dan menunjuk Dra. Diah
Harianti, MSi (Ketua Pusat Pengembangan Kurikulum) sebagai
pelaksananya.

Prof Mansyur Ramli dan Dra Diah Hariati, MSi.

Sebagai Pembina perguruan tinggi, Ditjen Dikti tentu lebih tepat
mendukung dari sisi konsep dan pengembangan serta pelaksanaan di
perguruan tinggi. Namun, mungkin karena ingat pembicaraan saat
makan malam di Kominfo itu, Pak Nuh secara khusus berpesan agar saya
membantu pengembangan pendidikan karakter. Sebagai anak buah
tentu saya siap melaksanakan perintah itu, apalagi jika mengingat dalam
diskusi sesudah makan siang di Kominfo, kita yang hadir semuanya
sepakat betapa penting dan mendesaknya pendidikan karakter di sekolah
kita.
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Kami segera meng-adakan komunikasi dengan berbagai pihak, baik para
ahli pendidikan, budaya-wan, praktisi dan para pemerhati pendidikan.
Bak gayung bersambut, hampir semua pihak yang kami hubungi
menyatakan sepakat dan mendukung pendidikan karakter. Dan yang
lebih menggembirakan ternyata sudah banyak orang, sekolah, lembaga
pelatihan dan sejenisnya yang sudah merintis pendidikan karakter
dengan berbagai variasi nama dan pendekatannya. Oleh karena itu perlu
dihimpun pemikiran dan pengalaman berbagai pakar, paktisi dan
pemerhati pendidikan karakter. Itulah salah satu alasan dilakukannya
Sarasehan Nasional Pendidikan Karakter di Hotel Bidakara, tanggal 14
Januari 2010. Saat itu hadir lebih 200 orang peserta terdiri dari pakar,
praktisi dan pemerhati dengan latar belakang yang sangat beragam.
Guru, kepala sekolah, pengawas, dosen, ahli pendidikan, pemerhati
pendidikan, budayawan, agamawan, ilmuwan dan sebagainya.
Walaupun semula peserta dirancancang 200 orang, ternyata yang
berminat sangat banyak. Bahkan, pada malam sebelum sarasehan
dilaksanakan, masih ada yang menelpun dan setengah “memaksa” untuk
ikut. “Tidak usah undangan Mas, kalau sampeyan ijinkan saya besuk akan
datang”, begitu permintaan teman tersebut. Tampil sebagai pembicara
utama, Prof. Yahya Muhaimin, Prof. Magnis Suseno, dan K.H. Sukri
Zarkasyi (Pimpinan Pondok Gontor). Juga hadir figur ternama antara
lain, Brigjen (Pur) Soemarno Soedarsono dari Yayasan Jati Diri Bangsa,
Mario Teguh dan sebagainya.

Sarasehan dirancang sedemikian rupa, sehingga semua peserta mendapat
kesempatan menyampaikan gagasan dan pengalamannya. Oleh karena
itu, sesudah penyampaian pemikiran tiga orang pembicara utama,
sarasehan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan peserta sekitar
25 orang. Ternyata diskusi berjalan baik, semua peserta menyampaikan
pendapatnya dengan antusias. Bahkan secara spontan muncul deklarasi
tentang Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa yang dibacakan oleh
wakil peserta yaitu Pak Irsyad Sudiro (seingat saya beliau juga anggota
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DPR RI) didampingi Ibu Femy dari Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat.

Dari dokumen yang kita pelajari, baik berupa acuan hukum yang
merupakan landasan yuridis maupun teori dan konsep dari berbagai
literatur, pendidikan karakter bukankah hal baru. Jauh sebelum
kemerdekaan, Bapak Pendidikan Indonesia (Ki Hajar Dewantara)
menyebutkan bahwa “pendidikan adalah daya upaya memajukan budi
pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak.
Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan
kesempurnaan hidup anak kita”. Jadi jauh-jauh Ki Hajar sudah
mengingatkan bahwa salah satu potensi yang harus dikembangkan pada
anak-anak adalah karakter. Bahkan jika kita empat pilar pendidikan yang
dikenalkan oleh Unesco, yaitu learning to know, learning to do, learning to
be dan learning to live together, maka pilar ketiga dan pilar ke empat identik
dengan karakter.

Jika kita telusur pola
pendidikan di awal
peradaban, yang pada saat PEMBANGUNAN
itu banyak dilakukan di  EEIETAQ ISR TE)
ORI Al  TAHUN 2010-2025

pesantren, dan institusi
seperti itu, pendidikan yang
menyangkut nilai-nilai
kehidupan, watak, budi
pekerti, dan hal-hal yang
seperti itu  merupakan
bagian pokok. Bahkan kata
guru yang berasal dari
bahasa Sansekerta PRIERINTAN BRRD LKA
bermakna pendidik
spiritual, yang disamping
mengajarkan hal-hal yang

Desain Induk Pendidikan Karakter
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Ketika buku kecil dan film pendek tersebut selesai dibuat dan ditunjukkan
dan atau diputar dalam beberapa kesempatdnteapyata banyak
pihak yang ingin memiliki.  Akhirnya diputuskan, sementara
Kemerdikbud belum dapat menggandaksoft coppuku dan film
tersebut diunggah dalamebKenerdikbud dan atau Dikti dan juga
diberikan kepada beberapa lembaga/pihak yang ok@merlSangat
menggembirakan, ternyata ada pihak yang baik hati dengan
menggandakasoft copytersebut dalam bentuk CD dan merbagi
bagikan secara gratis ke seksdddolah.

Sungguh menark7 HUQ\DWD PHODNVDQDNDQ SHQGLC
WLGDN PHPHUOXNDQ IDVLOLWDV NKXVXV DS
GLSHUOXNDQ DGHBHODBEDQ GDUL JIJXWDQNDU\L
SLPSLQDQ VHN-RODKWNXNDQ VHFDUD NRQVLVWI
WHUXV PHQHUXV GLVHHQDIQ DPHQI D@DAD L

NHKLGXSDQ VHEDJDL DFXDQ PHQJB&MDaNLWD |
sekolah yang sudah melaksanakan menyatakan bdihB:XD JXU X

DGDODK JXUX S\HIUDNGDMDAOHK NDUHQD LW)
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memasukkan/menyelipkan dalam kegiatan pembelajarannya,
dan karakter ditumbuhkan lewat kebiasaan kehidupan
keseharian di sekolah (habituasi)”. Budaya sekolah (school culture)
merupakan kunci cari keberhasilan pendidikan karakter.

Dengan demikian makin yakin bahwa semua sekolah dan lembaga
pendidikan akan melaksanakannya.

Yang sangat mengejutkan, ternyata pendidikan karakter merupakan
kepedulian banyak kementerian dan lembaga pemerintah non
kementerian serta lembaga swasta. Suatu saat Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat mengundang rapat tentang pendidikan karakter
yang dihadiri oleh kementerian di bawah koordinasinya. Ternyata semua
yang hadir menyatakan punya program yang terkait dengan pendidikan
karakter, bahkan Kementerian Budaya dan Pariwisata (Budpar) punya
direktorat khusus untuk menanganinya. Bahkan menurut informasi,
kementerian lain seperti Dalam Negeri, Luar Negeri juga punya program
serupa. Akhirnya diadakan rapat dengan mengundang berbagai
kementerian dan bahkan juga mengundang Kwarnas Gerakan Pramuka
dan Yayasan Jatidiri Bangsa yang ternyata sudah lama mengembangkan
pendidikan karakter.

Setelah beberapa kali rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga,
disusun program Pembangunan Karakter Bangsa yang merupakan
program nasional lintas kementerian dan lembaga. Mungkin karena
yang sudah memiliki draft adalah Kemendikbud, maka akhirnya draft
desain induk Pendidikan Karakter Kemdikbud yang dijadikan bahan
awal menyusun desain induk Pembangunan Karakter Bangsa. Tim inti
Kemendikbud juga yang menjadi Tim Inti antar kementerian dan
lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koodinator
Kesejahteraan Rakyat.

Walaupun sampai saya mengakhiri tugas sebagai Direktur Ketenagaan
program Pengarusutamaan Pendidikan Karakter masih dalam taraf awal,
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tetapi saya yakin akan berjalan
dengan baik, karena didukung oleh
semua pihak. Bahkan dalam rapat
dengan Komisi X DPR RI, sebagian
besar mereka mendukung program
tersebut dan mengusulkan agar
mendapat dukungan alokasi dana
yang memadai. Ketika
Kemendikbud ~ mengembangkan
Kurikulum 2013, saya sangat
gembira karena nuansa
pengarusutamaan pendidikan
karakter tampak sekali. Karakter
dirancang menjadi roh semua
materi yang dipelajari siswa, mulai dari SD sampai SMK/SMK/MA. Jika
itu dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten mudah-mudahan
perilaku anak-anak yang kurang baik dan kita risaukan selama ini pelan-
pelan dapat berkurang atau bahkan pada saatnya hilang.

Terkait dengan bagaimana tahapan pendidikan karakter di jenjang
pendidikan, menurut saya karakter itu yang pertama sedangkan
akademik itu kedua. Mengapa? Karena penanaman dan
penumbuhkembangan karakter perlu perlu waktu lama yang dilakukan
secara konsisten. Oleh karena itu harus dilakukan sejak dini. Kalau anak
sudah seusia SMP atau bahkan SMA dan karakternya kurang baik, akan
sulit untuk memperbaiki. Padahal pengalaman menunjukkan dalam
kehidupan karakter lebih utama dibanding kepandaian. Coba tanyakan
kepada teman, jika memilih rekan kerja, satunya pandainya tetapi kurang
jujur, satunya jujur tetapi kurang pandai. Pasti akan memilih yang jujur
walaupun kurang pandai. Artinya karakter itu lebih utama dibanding
kepandaian. Prinsip itu pula yang banyak diterapkan dalam rekrutmen
karyawan di perusahaan. Tentu karakter tidak hanya kejujuran, tetapi
juga kerja keras, disiplin dan sebagainya. Oleh karena itu di level PAUD
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dan SD awal sebaiknya pendidikan lebih mengutamakan karakter, dan
secara bertahap masik ke atas aspek akademik ditambahkan dengan
asumsi karakter sudah mulai tertanam dengan baik.

Walaupun sudah pulang kampung ke Unesa, dorongan menekuni
pendidikan karakter tetap saya pertahankan. Bahkan sempat memimpin
tim untuk mengeksplorasi kearifan lokal (local wisdom) di berbagai daerah
di Indonesia yang cocok untuk mendukung praktek pendidikan karakter.
Hasil penelitian itu sempat saya presentasikan di ASAIHL International
Conference di Islamic Azad Universitu Isfahan Iran pada 22-24 Mei 2015
dan juga menjadi bahan buku yang saya tulis bersama teman baik, Drs.
Haryanto, MS. (almarhum) dengan judul Konsep dan Model Pendidikan
Karakter dan terbit pertama Tahun 2012.

Apakah sekarang pendidikan karakter sudah dianggap berhasil? Secara
jujur saya ingin mengatakan belum dan masih memerlukan kerja keras
dan konsisten. Mengapa demikian? Pertama, karena seperti disebutkan
sebelumnya penanaman karakter memerlukan waktu lama dan harus
dilakuka secara terus menerus. Kedua, penumbuhkan karakter
memerlukan keteladanan. Anak akan lebih memperhatikan apa yang kita
lakukan dan bukan apa yang kita katakan. Ketiga, pendidikan karakter
akan lebih mudah tumbuh dari situasi atau yang kalau di sekolah disebut
dengan budaya sekolah (school culture). Ketika kita sedang berada di mall
yang besar bersih, pasti tidak sembarangan membuang sampah. Nah
kalau anak SD bersekolah selama enam tahun di sekolah yang bersih, rapi
tertib, semua gurunya sopan, dapat diyakini lama-lama anak terbawa ke
perilaku seperti itu. Itulah yang disebut pembiasaan (habituasi). Jika
setelah itu ditanamkan pemahaman bahwa bersih karena ini, tertib
karena itu dan seterusnya, maka perilaku tersebut akan menjadi sebuah
budaya karena diyakini kebenarannya. Itulah yang disebut pembudayaan.
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Semula Raguragu

etika awal tahun 2009 teman-teman mendesak untuk
K mencalonkan dalam pemilihan Rektor, jujur saya ragu-ragu.

Pertama, karena saat itu sebagai Direktur Ketenagaan punya
obsesi besar untuk dapat mengirim dosen ke luar negeri secara besar-
besaran, sehingga dalam lima tahun punya 5.000 orang dosen muda yang
terkirim. Dengan modal itu, mimpi mendongkrak universitas menjadi
WCU dapat dilakukan dengan mantap. Program academic recharging
untuk mengirim dosen senior melakukan penyegaran ilmunya sekaligus
membangun jejaring dengan rekannya di negara maju juga sedang
berjalan, sehingga kita berharap akan muncul penelitian kolaboratif lintas
negara. Program detasering dan magang untuk memberi kesempatan
dosen antar universitas untuk saling belajar juga menggelinding. Saya
juga menikmati pekerjaan di Dikti karena dapat memperluas pergaulan.
Apalagi dengan program tersebut, interaksi dengan universitas luar
negeri sangat intensif. Bahkan, Pak Ketut (Prof. Ketut Budayasa-
Direktur Pascasarjana Unesa) secara berkelakar, “mana mau Pak Muchlas
balik ke Unesa, kan enakan di Dikti”. Teman di Jakarta yang sudah pernah
menjadi Rektor berolok-olok, “Rektor itu seperti jali-jali, pohonnya
tinggi buahnya jarang”.
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Kedua, walaupun terpilih ketika mencalonkan sebagai PR-IV tahun 2006,
saya masih ragu apakah anggota Senat Unesa dapat menerima saya
sebagai Rektor. Teringat nasihat dosen senior ketika saya mencalonkan
sebagai Rektor Tahun 2002 dan hanya mendapat suara 16 atau 17 (saya
tidak ingat pasti). Senior tersebut mengatakan “labelmu itu hijau dan
mantan demonstran, jadi yang mau milih ya hanya sekitar itu jumlahnya”.
Apakah “cap” sebagai mantan demonstran dan pernah ditahan saat
menjadi mahasiswa, juga harus membuat “surat pernyataan taat pada
pemerintah” saat akan berangkat S2 sudah hilang. Apakah cap sebagai
“kelompok hijau” sudah netral. Memang sebagian anggota senat sudah
berganti, tetapi saya tidak tahu pasti petanya.

Ketiga, sebaliknya seorang senior dari
universitas negeri besar di Surabaya
menasehati, kira-kira: “sampeyan telah
membuat terobosan besar di Dikti dan
itu bagus, tetapi ibarat menata
kampung ya jangan lupa menata
rumahnya sendiri’. Nasehat itu disertai

dengan cerita ketika beliau datang ke

kampus Unesa. Ada benarnya juga.

Prof. Dr. Fasich, Apt.
Rektor Unair

Mungkin selama tiga tahun bertugas di
Dikti saya konsentrasi ke tugas-tugas
yang menantang, sehingga tidak sempat membantu kampus secara
intens. Hanya seminggu sekali saya ke kampus, pada hari Sabtu untuk
mengajar. Hari Senin s.d Jum’at di Dikti Jakarta.

Keempat, keraguan apakah saya memiliki kemampuan dan daya ungkit
cukup besar untuk mendongkrak Unesa dalam waktu hanya empat
tahun. Merenungkan tantangan membangunan Unesa yang diceritakan

senior dari PTN besar tadi membuat saya gamang. Kegamangan
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bertambah ketika diskusi dengan beberapa kawan yang menceritakan
bagaimana tantangan perguruan tinggi ke depan dan posisi Unesa di
spektrum itu. Sempat terpikir, apa tidak lebih baik konsentrasi
melanjutkan program di Dikti, toh pada saatnya juga dapat memberikan
kontribusi ke Unesa. Namun suatu saat teman yang usianya lebih muda
tetapi “sangat dewasa’ dalam pemikirannya memberi nasehat yang
sungguh baik. Nasehatnya kira-kira: “Sudahlah yang penting niatnya.
Allah SWT. akan memberikan jalan mana yang terbaik. Yang dinilai oleh
Allah itu usahanya dan bukan hasilnya” Nasehat ini seakan menjadi jalan
tengah dan memasrahkan kepada kehendak Yang Maha Kuasa.

Atas nasehat teman muda itulah dan setelah banyak teman terus
mendorong, saya memutuskan untuk mencalonkan diri dengan
pemikiran kalau terpilih berarti Allah SWT. meminta saya ikut
membangun Unesa dan kalau tidak terpilih berarti Allah SWT. meminta
melanjutkan membangun sumberdaya manusia di perguruan tinggi
Indonesia. Karena itulah, sampai detik-detik terakhir waktu pendaftaran
saya juga belum juga memasukkan berkas. Padahal berkas yang dibuatkan
teman-teman sudah beres dan tinggal memasukkan. Namun, saya masih

menunggu ijin dari Mendikbud sebagai atasan di Kemendikbud.

Mengapa begitu? Ketika saya mengutarakan keputusan mau
mencalonkan sebagai Rektor Unesa kepada Mendikbud (Prof.
Mohammad Nuh), beliau tampak ragu-ragu. Namun setelah kira-kira
menimbang-nimbang beliau mengatakan kira-kira: “wis ndaftaro wae,
mengko dipikir mburi’. Rasanya jawaban Pak Nuh itu masih “sementara”,
sehingga harus diulangi untuk mendapat ketegasan sebelum memasukan
pendaftaran. Problemnya saat itu Pak Nuh sedang keluar negeri dan
sampai H-1 siang belum pulang. Mungkin ini sinyal dari Allah SWT.
supaya tidak usah mendaftar. Namun menjelang maghrib Pak Nuh
menilpun tanya kabar seperti biasanya dan mengatakan baru tiba di
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Jakarta. Nah saat menilpun itu beliau juga menanyakan apakah saya jadi
mencalonkan diri sebagai Rektor Unesa. Saya menjawab apa adanya,
kalau berkas sudah siap dan besuk hari terakhir pendaftaran. Jika
panjenengan mengizinkan berkas pendaftaran akan saya masukkan,
namun jika tidak mengizinkan ya tidak jadi. Jawabannya mirip yang
dahulu, kira-kira: “yo wis masukkan berkas pendaftaran, mengko dipikir

mburi’.

Dari jawaban itu rasanya Pak Nuh belum benar-benar mengizinkan,
sehingga beberapa waktu setelah itu saya dipenuhi keraguan. Akan terus
atau menarik berkas yang sudah dimasukkan. Apalagi ternyata
pendaftaran diperpanjang akibat yang mendaftar hanya dua orang.
Namun beberapa senior menasehati tidak baik menarik berkas, nanti ada
dugaan macam-macam. Sudah diikuti saja, Allah SWT. akan
memberikan yang terbaik untuk hambanya. Itulah sebabnya saya tidak
ngoyo dan bahkan dikomentari banyak orang, kok calonnya malah diam
saja, tidak melakukan lobi-lobi atau
mengumpulkan orang. Memang saya
tetap lebih banyak di Jakarta, ke Surabaya
pada Jum’at sore dan kembali ke Jakarta
Senin pagi. Kembali memegang prinsip,
kalau terpilih berarti Allah SWT.
meminta membantu membangun Unesa
dan kalau tidak terpilih berarti saya

diminta  meneruskan = membangun

Prof. Dr. Hari Setiyono

sumberdaya manusia di Dikti.

Akhirnya memang saya terpilih dan hanya dua orang calon yang
mendapat suara. Calon lainnya juga teman sendiri, Prof. Hari Setiyono
dari FIK yang kebetulan baru menyelesaikan tugasnya sebagai Deputi di
Kemenpora. Kami sering ketemu di Jakarta dan kebetulan beliau sama
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dengan saya pernah cedera tulang belakang. Oleh karena itu kalau
ketemu seringkali saling memegang punggung dan ngomong, kira-kira
“gimana sudah beres”. Beliau dengan Ibu Hari bahkan pernah menengok
saya ke kantor di Gedung Dikti Lantai-5. Jadi, walaupun banyak orang
mengatakan “persaingan Rektor antara Pak Hari dan Pak Muchlas

sengit”, sebenarnya kami malah sering ketemu dan berkelakar.

Setelah terpilih saya justru pusing memikirkan bagaimana mencari teman
kerja, yaitu pembantu rektor. Saya tidak menganut faham the winner takes
all dan lebih meyakini bahwa pada dasarnya semua orang itu baik, yang
penting menyamakan visi seperti teori Burt Nanus. Apalagi semua itu
teman sendiri, kalau toh berbeda pendapat itu wajar. Ibarat pertandingan
sepak bola, pas bertanding yang bertanding secara sportif sesuai kaidah
sepak bola, namun begitu selesai, semua kembali sebagai kawan sesama
pemain bola. Pertimbangan yang pokok adalah kesesuaian keahlian
dengan bidang tugas dan kemauan untuk memajukan Unesa. Melalui

diskusi dengan beberapa teman dan perenungan serta hasil suara Senat

e 4 y LD B,
Dari kiri: Prof Nurhasan, Prof Warsono, saya, Prof Kisyani,
Dr. Purwohandoko - difota saat ada wisuda
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Universitas, akhirnya terpilih Prof. Kisyani sebagai Pembantu Rektor I,
Dr. Purwohandoko sebagai Pembantu Rektor II, Prof. Warsono sebagai
Pembantu Rektor III dan Prof. Nurhasan sebagai Pembantu Rektor IIV.

Kepusingan berikutnya adalah strategi membangun Unesa agar segera
tampak hasilnya. Kata orang harus ada quick win agar dapat menggugah
warga Unesa untuk mendukung progam selanjutnya. Yang paling mudah
kelihatan adalah bangunan gedung, tetapi membangun tentu
memerlukan biaya besar, sementara keuangan Unesa sangat kecil. Oleh
karena itu, salah satu peluang yang di depan mata adalah “menggerpol”
Dikti. Sejak saat itu sambil menunggu pelantikan, saya memanfaatkan
waktu senggang di Jakarta untuk kasak-kusuk mencari “gresekan” dana
di Dikti. Gresekan, karena tentu semua dana tentu sudah teralokasikan.
Yang mungkin adalah sisa di sana-sini untuk dikumpulkan. Beruntung
teman-teman Dikti mengerti apa yang diperlukan Unesa.

Ketika peluang dapat dana mulai kelihatan dan jumlahnya tidak besar,
kepusingan berikutnya adalah memilih mana yang akan dibangun agar
hasilnya “mudah kelihatan”. Dana tidak banyak tetapi mudah terlihat,
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mungkin ditertawakan. Namun itulah peluang yang ada di awal saya
menjadi rektor Unesa. Akhirnya pilihan jatuh untuk “meningkatduakan”
empat gedung FISH yang berada di dekat gerbang kampus Ketintang.
Dengan begitu mudah terlihat oleh setiap orang yang masuk kampus
Ketintang. Gedung itu secara pribadi juga memiliki sejarah bagi saya,
karena begitu masuk Surabaya pada tahun 1970an, pekerjaan pertama
saya adalah menjadi kuli batu pembangunan empat gedung berjejer itu'.
Pak Suprapto, MT. (biasa saya memanggil Mas Prapto yang sekarang
menjadi Wakil Rektor II dan saat itu menjadi Ketua Tim Perencanaan
dan Pengembangan (TPP) banyak berjasa menghitung dana yang
diperlukan.

Setelah dihitung ternyata dana “gresekan” dari Dikti tidak cukup untuk
melantaiduakan gedung-gedung FISH. Pak PR II, teman-teman Bagian
Keuangan dan TPP mencoba mencari alternatif bagiamana mencari
tambahan dananya. Mencoba mencari gresekan di Ditjen lain di
Kemendikbud ternyata semua sudah teralokasikan. Apalagi tidak mudah
untuk menggeser dana dari Ditjen Dikdasmen ke universitas. Padahal,
Ditjen Dikdasmenlah yang anggarannya paling besar di Kemendikbud.
Ditjen lain yang cukup besar adalah Ditjen PMPTK yang kebetulan
Dirjennya teman baik. Namun dana di Ditjen PMPTK alokasinya lebih
rigit. Kalau toh dapat, paling banter melalui sertifikasi guru dan
pengiriman guru menempuh S2. Itulah yang harus diupayakan dengan
harapan dana di dalam kampus dapat digeser.

Upaya menggeser dana intern memang dapat dilakukan, tetapi juga tidak
banyak karena memang anggarannya tidak banyak dan sudah
pertengahan tahun. Akhirnya terpaksa pelantaiduaan gedung di FISH

" Pembangunan gedung FISH juga diuraikan pada Bab 5 dengan judul “Menjadi
Kuli Batu™.
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dilakukan dalam dua tahun anggaran. Itulah yang menyebabkan
mahasiswa FISH sempat demo, karena merasa rehab gedungnya tidak
jadi-jadi dan terpaksa kuliah di pesputakaan dan sebagainya. Namun
didemo malah menguntungkan, karena punya alasan untuk minta

kontraktor segera menyelesaikan.

Informasi bahwa dana PNBP Unesa kecil ternyata memang benar adanya.
Mau menaikkan SPP? “Ojo golek molo”, begitu bahasa Surabaya-nya.
SPP seperti saat itu saja sudah banyak mahasiswa minta keringanan.
Kenaikan SPP pasti akan mengundang demo mahasiswa. Oleh karena itu,
kalau ingin membangun satu-satunya jalan adalah mencari anggaran dari
luar Unesa. Jejaring di Dikti dan pertemanan di Jakarta harus
dimanfaatkan. Tentu saja harus membuat proposal yang dapat
meyakinkan. Misalnya usulkan Lab Terpadu yang dapat melayani
mahasiswa berbagai jurusan sehingga manfaatnya tinggi. Jangan
mengajukan gedung untuk kantor, tetapi sebutlah gedung kuliah atau
gedung PPG karena merupakan amanah Pemerintah agar LPTK
memulai program PPG.

Unesa memiliki dua kampus induk, Ketintang dan Lidah Wetan. Dengan
anggaran yang sangat kecil dan peluang mendapatkan bantuan dari luar
juga masih belum pasti, maka kita dipaksa untuk memilih mana yang
didahulukan. Setelah berdiskusi dengan teman-teman, diputuskan yang
didahulukan kampus Ketintang agar segera tampak rapi. Namun
bangunan yang besar diletakkan di kampus Lidah dengan rancangan
kampus induk dan rektorat nantinya akan pindah ke Lidah.

Itulah sebabnya ketika ada peluang mendapatkan anggaran cukup besar,
dibangun gedung rektorat di kampus Lidah Wetan. Penempatan gedung
dirancang menghadap ke danau, gedungnya dibuat cukup tinggi dan
lantai satu dibuat tinggi, sehingga jika dipandang dari jalan raya tampak
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Kampus Unesa Lidah Wetan — Menghadap Danau

megah. Pak Ir. Suleman (alm.), teman aristek senior berjasa membuatkan
rancangan tata letak gedung rektorat tersebut. Bentuk gedungnya meniru
sebuah gedung di Beijing, dengan bangunan tinggi di tengah dan diapit
oleh bangunan lebih rendah di kiri dan kanannya. Bahkan ketika
mendapat peluang mendapatkan dana loan IDB juga dimanfaatkan untuk
bangunan di kampus Lidah, dengan harapan kampus Lidah segera
tampak megah. Gedung Pascasarjana sengaja dibangun di Lidah dan
diletakkan di bagian depan dengan bangunan yang tinggi untuk
mengubah wajah kampus dari jalan raya.

Suatu saat ada alumni dan nengok kampus. Beliau sudah menjadi
pengusaha lumayan besar dan kebetulan bergerak di bidang
pembangunan. Ketika ngobrol, beliau bertanya: “Rektorat ini dulu bekas
gedung apa ya?”. Maksudnya rektorat yang di kampus Ketintang. Semua
yang hadir tidak tahu sejarahnya. Mengapa beliau menduga rektorat
bekas gedung tertentu dan bukan gedung yang sejak awal dirancang
sebagai kantor? Ternyata karena tangga naik berada di samping kiri-
kanan, bukan di tengah. Kalau memang sejak awal dirancang sebagai

kantor rektorat mestinya di pintu masuk ada semacam lobi dan tangga
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naik di tengah. Mungkin karena beliau bergerak di bidang pembangunan

gedung kemudian membandingkan dengan kantor atau kampus lain.

Beliau juga mempertanyakan sawah-sawah yang ada di dalam kampus itu
akan dibuat apa? Jika tetap dijadikan sawah mengapa dibiarkan kosong
tidak ditanami, kalau digunakan untuk keperluan tertentu mengapa
dibiarkan jadi sawah “mangkrak” yang terkenan tidak terurus. Karena
teman lama dan memang akrab, beliau banyak mengkritik walaupun itu
disampaikan dengan kelakar khas Surabaya. “Ojok nggondok yo, aku
kakehan ngritik. Ben sampeyan panas terus nekat mbangun”. Begitu

kira-kita komentarnya.

[tulah salah satu pemicu kemudian lingkungan kampus Ketintang
“dipoles”. Kantor rektorat dipoles, dengan diberi lobi kecil di lantai 1 dan
lantai 2. Tangga naik ke lantai 2 dibuat di tengah. Atas bantuan teman
arsitek, lingkungan kampus ditata. Bagaimana cara mengurug bekas
sawah yang memerlukan biaya besar, sementara lahan kampus Ketintang
memerlukan penampungan air? Akhirnya lahan depan masjid digali
dijadikan busem dan tanah galiannya untuk mengurug sawah yang
sekarang menjadi food court dan kebun mangga diantara perpustaan dan
BAAK. Mimpinya suatu saat mahasiswa dapat makan di siang hari di food
courtyang bersih di dalam kampus dan berdekatan dengan kebun mangga
yang rindang, syukur kalau berbuah.

Sawah di sisi timur juga diurug dijadikan tempat parkir sepeda motor.
Ditanami pohon trembesi dan beberapa jenis pohon lainnya dengan
harapan tempat parkir tidak panas dan pohon-pohon tersebut sekaligus
sebagai paru-paru kampus. Kampus juga diberi pagar tembok keliling

biar lebih aman.
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Sering | ertawa
Sendiri

ujur, saya sering tertawa sendiri ketika melihat mahasiswa

demonstrasi. Apa dahuluketika menjadi mahasiswa dan demo juga

seperti itu ya? Ketika menjadi rektor dan didemo saya mengintip
mereka bersama salah satu staf sekretariat (ingat saya mas Amin) sambil
bercerita kalau jaman dulu demo yang dilakukan selalu di luar kampus
karena yang didemo adalah pemerintah dan bukan universitas. Kalau toh
di kampus itu hanya untuk awalan (start) sebelum menuju ke tempat
tertentu. Mas Amin pun bertanya, “apakah betul saat jadi mahasiswa
bapak juga sering demo?” Akhirnya kami berdua ngobrol tentang demo
jaman dahulu, sambil terus memperhatikan perilaku mahasiswa yang
demo di halaman rektorat. Tampaknya mas Amin juga tertarik karena saat
mahasiswa beliau aktif di Pramuka.

Beberapa hari kemudian ada beberapa mahasiswa yang datang ke rektorat
dan ingin bertemu. Katanya ingin belajar tentang organisasi. Pasti
mahasiswa aktivis sehingga dengan senang hati saya menyilahkan mereka
masuk. Setelah masuk ternyata salah satu yang datang itu, mahasiswa yang
beberapa minggu lalu melakukan demo. Saya mengenali wajahnya.
Setelah mereka mengenalkan diri atau lebih tepatnya salah satu orang
memperkenalkan teman lainnya, baru saya faham kalau mereka ini para
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aktivis di salah satu fakultas dan memang benar yang melakukan demo
beberapa minggu sebelumnya. Dasar mahasiswa yang masih polos atau
memang tidak mau basa-basi, mereka mengatakan kalau dapat cerita
bahwa saya dulu juga “tukang demo” saat menjadi mahasiswa. Oleh karena
itu minta diberi trik-trik demo yang efektif. Ternyata mereka dapat cerita
dari teman-teman di sekretariat rektor, karena memang saya pernah
bekelakar “demo kok seperti itu, nanti mereka akan saya ajari bagaimana
demo yang efektif’. Mungkin mereka pernah ketemu mas Amin atau mas
Huda atau mbak Roni yang bercerita tentang ungkapan tersebut.

Demo Mahasiswa

Yang lucu setelah itu banyak mahasiswa lainnya yang minta ketemu dan
semacam konsultasi tentang dunia kemahasiswaan. Tampaknya
mahasiswa tersebut bercerita dengan temannya, kemudian temannya
ikutan ingin konsultasi. Sejak itu banyak mahasiswa yang kadang-kadang
datang sendirian kadang-kadang berombongan berkonsultasi, bahkan ada
yang datang kerumah. Konsultasinyapun menjadi bermacam-macam,
termasuk ketika ada yang belum punya uang saat-saat pembayaran SPP
sudah akan berakhir. Ya biasalah, semua orang dari keluarga kurang
mampu dan memberanikan diri kuliah pasti pernah merasakan.

Dunia kemahasiswaan memang sangat khas. Motivasi mahasiswa menjadi
aktivis sangat bervariasi. Ada yang memang ini tertarik untuk mengurus
ini-itu dan kemudian ke organisasi. Ada yang ingin membantu teman-
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teman yang kesulitan dan tampil menjadi jembatan atau pembela saat ada
temannya menghadapi masalah. Ada yang ingin tampak jadi “pahlawan”
sehingga harus tampil jika ada sesuatu masalah. Ada juga yang ingin
sekedar kumpul-kumpul di luar perkuliahan. Juga ada mahasiswa yang
sejak awal “warna politiknya” sangat kental dan biasanya itu terbawa dari
lingkungan, baik keluarga maupun tempat tinggal mereka.

Perbedaan latar belakang itu
kemudian juga membedakan
peran mereka dalam organisasi
kemahasiswaan. Mereka yang
ikut organisasi sekedar ingin
kumpul-kumpul biasanya
paling sering muncul jika ada
kegiatan yang sifatnya rekreatif.
Mereka yang ingin tampil
sebagai pahlawan biasanya akan
muncul jika ada kebijakan
universitas yang dianggap
merugikan mahasiswa.

Mahasiswa Senior Beraksi
di PKKMB

Mahasiswa  yang  warna

politiknya kental akan aktif jika ada diskusi yang terkait dengan sosial
kemasyarakatan ~dan  seringkali ingin “menguasai  struktur
kemahasiswaan”. Mahasiswa yang senang ngurus ini-itu biasanya yang
aktif dalam memutar roda organisasi kemahasiswaan.

Yang menarik dunia kemahasiswaan juga seringkali “dianggap” keren oleh
mahasiswa yang lain. Apalagi yang berani demo atau membela temannya
ketika menghadapi masalah di kampus, misalnya terlambat membayar
SPP dan sejenisnya. Saya ingat komentar teman mahasiswi dulu yang
didekati oleh kakak kelasnya yang dikenal sangat pandai. Si mahasiswi
berkomentar kira-kira: “pinter sih tetapi nyekukruk tidak berani tampil
membela temannya vyang sedang kena masalah”. Di lantas
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membandingkan dengan teman aktivis yang tidak terlalu pandai tetapi
sering tampil membela temannya saat mendapatkan masalah perkuliahan.

Mungkin itu yang menyebabkan mahasiswa (laki-laki) banyak yang
memanfaatkan PKKMB yang dahulu disebut POSMA untuk
menunjukkan “kehebatannya’. Berbagai cara dilakukan dengan pidato
berapi-api, memakai jaket atau atribut yang diyakini menambah gagahnya,
membentak mahasiswa baru dan berbagai cara lainnya. Cara seperti itu
akan dilakukan lebih intensif di depan mahasiswa yunior atau mahasiswa
baru yang ingin didekati. Dan anehnya, memang banyak mahasiswi yang
kemudian berhasil digaet. Jadi jangan kaget kalau banyak mahasiswa
berpacaran dengan yuniornya dan itu hasil POSMA.

Aktivis mahasiswa di kampus umumnya memiliki kedekatan atau bahkan
ikut dalam organisasi mahasiswa di luar kampus, biasanya disebut Ormek
(organisasi mahasswa ekstra kampus), misalnya HMI, PMII, GMNI,
PMKRI, GMKI dan sebagainya. Atau juga organisasi yang terkait dengan
pecinta lingkungan, pramuka, dan sebagainya. Mereka juga memiliki
kedekatan dengan para senior dalam organisasi seperti itu. Para senior
berperan sebagai mentor dan penasehat bagi aktivis. Jika kita mengenal
dengan mentor itu akan tahu siapa saja aktivis “di bawahnya” dan seperti
apa perangainya. Melalui mentor itu kita dapat mengetahui dan bahkan
mempengaruhi aktvitas para aktivis agar lebih terarah. Itujuga yang kami
lakukan di Unesa, karena kami para “mantan” aktivis saling mengenal dan
berkawan baik, walaupun dahulu berbeda organisasinya.

Ketika kampus Ketintang dirapikan, ada dua “markas” organisasi
kemahasiswaan yang perlu dibenahi. Himapala dan Pramuka. Keduanya
berada di dekat kantor rektorat. Markas Himapala harus dipindah karena
lokasinya akan menjadi bagian petak pepohonan untuk penghijauan,
sedangkan markas pramuka harus dipindah karena lokasinya akan
digunakan sebagai lokasi pos keamanan sebagai konskwensi pintu
belakang yang akan diaktifkan. Saya menduga tidak mudah meyakinkan
adik-adik mahasiswa untuk memindahkan ke kampus Lidah, walaupun
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dalam master plan sudah tergambar akan pindah ke kampus Lidah
berbarengan dengan pindahnya kantor rektorat. Melalui para senior
mereka yang sudah menjadi dosen, para aktivis dapat diyakinkan dan
pemindahan kedua markas itu berjalan dengan baik.

&= 00 w

Aktivitas Kemahasiswaan dalam Berbagai Bentuk

Para aktivis mahasiswa umumnya anak-anak yang cerdas dan punya
banyak akal (istilah kerennya kreatif). Mereka juga punya kepedulian yang
tinggi jika ada teman atau orang lain menghadapi masalah. Namun dalam
beberapa kasus, semangat untuk membela itu terlalu tinggi dan tidak
mempertimbangkan akan masalah yang menjadi penyebabnya. Informasi
yang dimiliki kadang-kadang juga tidak utuh, sehingga tidak dapat
mempertimbangkan dengan jernih. Semangat muda kadang-kadang juga
tidak terkendali, sehingga dalam beberapa kasus menyebabkab bentrok
atau pengrusakan.

Saat gedung FISH selesai dibangun dan mulai digunakan untuk
perkuliahan, kantin yang dahulu nempel di gedung tersebut dibongkar dan
diminta pindah untuk bergabung dengan food court. Pengelola kantin
tersebut keberatan dengan alasan nanti jauh dari lokasi kuliah mahasiswa.
Mahasiswa kemudian membela karena merasa kasihan kepada pengelola
kantin. Mereka baru faham ketika dijelaskan, selama ini kantin tersebut
menggunakan tempat, listrik dan air kampus tanpa membayar. Padahal
pengelola itu “orang luar” yang tidak punya kaitan dengan Unesa.
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!4
Beberapa Aktivis Mahasiswa yang Bergabung di
RK. Dari Kiri: Abi, Yasin, Tofa, Aris dan Imam

Ternyata memerlukan waktu untuk menyamaan persepsi tentang
fenomena seperti itu. Mahasiswa tidak mempunyai informasi yang utuh,
sehingga menganggap pemindahan kantin di sekitar gedung
menyusahkan “orang kecil” yang mengelolanya. Apalagi ada oknum
mahasiswa yang mendapat keuntungan dari keberadaan kantin itu karena
dapat kopi gratis atau apa yang informasinya kurang jelas. Ketika
informasi bahwa pengelola itu orang luar dan selama ini menggunakan
aset, air, listrik Unesa tanpa membayar mereka mulai faham. Ketika
disampaikan bahwa mereka mendapat petak khusus dengan pembayaran
yang murah di food court mereka dapat menerima. Mereka rata-rata anak
cerdas, sehingga dapat mengerti asal penjelasannya rasional dan tidak berat
sebelah.

Prof. Warsono yang punya pengalaman aktivis sangat membantu dalam
bekomunikasi dengan mahasiswa. Apalagi sebelum menjadi Pembantu
Rektor I1I, beliau Dekan Fakultas Ilmu Sosial, sementara yang melakukan
demo akibat gedung kuliahnya dibongkar juga mahasiswa Fakultas [Imu
Sosial. Oleh karena itu komunikasi dengan mahasiswa berjalan dengan
baik. Kalau toh terjadi kesalahfahaman adalah hal yang wajar, karena
masing-masing memiliki pijakan yang berbeda.

Anggapan bahwa aktivis mahasiswa itu anak-anak yang kurang pandai,
menurut saya tidak tepat. Bahwa banyak diantara mereka yang studinya
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molor memang benar. Bahwa banyak diantara mereka yang tidak menjadi
pemuncak karena tidak mendapatkan IPK paling tinggi saat wisuda
memang benar. Tetapi mereka itu banyak yang cerdas. Tidak lulus tepat
waktu dan tidak mendapatkan IPK tertinggi saat wisuda karena harus
membagi waktu antara kuliah dan aktivitas di organisasi. Apalagi dahulu
tidak ada pembatasan waktu kuliah, sehingga banyak aktivis yang sangat
lama lulusnya. Untuk sekarang, biasanya ketika waktu kuliah sudah habis
mereka “terbangun” dari keasyikan di organisasi dan kerja keras
menyelesaikan kuliah. Namun, yang saya amati mereka kemudian siap
terjun dalam kehidupan masyarakat setelah lulus. Mungkin di organisasi
mereka sudah terbiasa menghadapi berbagai problema sehingga lebih siap
menghadapi berbagai hambatan.

Karena aktivis itu anak-anak cerdas, maka sayang kalau tidak dibina agar
mereka dapat berkembang dengan baik. Itulah sebabnya ketika Taman
Baca Rumah Kita yang sekarang lebih dikenal dengan Rumah Kita dan
disingkat RK didirikan, beberapa aktivis diajak untuk bergabung. RK
adalah tempat anak-anak kampung Tenggilis Lama belajar bersama.
Mereka umumnya dari keluarga pekerja dan pedagang kecil yang tinggal
di rumah petak, sehingga tidak memiliki tempat belajar. Ketika gagasan itu
disampaikan banyak aktivis yang tertarik dan bersedia menjadi relawan
tinggal di RK dengan tugas sore hari mendampingi anak-anak sekitar RK
beajar bersama. Kepedulian kepada masyarakat kelas bawah tampaknya
menjadi pendorong mereka.

Kecerdasan itu terbukti ketika mereka lulus, banyak diantara mereka yang
sukses menempuh S2 di berbagai perguruan tinggi besar. Mereka
diyakinkan kalau memang mau studi lanjut jangan di Unesa, agar
mendapat pengalaman kuliah yang berbeda. Sebaiknya di universitas besar
biar dapat merasakan seperti apa tantangan kuliah di universitas yang
terkenal itu. Saat ini beberapa diantaranya telah lulus S2 di Ul, UGM,
Unair, UPI, dan UNY. Yang menarik mereka dapat lulus dengan cepat dan
beberapa diantaranya cum laude. Bahkan beberapa orang kemudian
menempuh S3, termasuk yang S3 di Taiwan.
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Pilihan profesi mantan aktivis mahasiswa tampaknya dipengaruhi oleh
aktivitasnya ketika kuliah. Para aktivis yang berwarna politik kental,
banyak yang kemudian menekuni profesi di sosial politik yang berbeda
dengan jurusan/program studi kuliahnya. Bahkan ada yang terjun ke
partai politik atau menjadi staf ahli di DPR/ DPRD. Mereka yang warna
sosial kemasyarakatannya kental banyak yang bergabung di LSM/NGO.
Mereka yang warna akademiknya menonjol kemudian melanjutkan
kuliah dengan berbagai cara. Juga banyak yang kemudian menekuni dunia
bisnis dengan memanfaatkan jejaringnya, walaupun saat kuliah
mengambil jurusan kependidikan. Tampaknya jejaring selama kuliah
menjadi “pintu” memasuki profesi itu.

Yang menarik banyak diantara mereka yang sukses menjalani kariernya
yang kadang-kadang jauh dari jurusan atau program studi saat kuliah. Ada
yang masuk TNI dan lebih banyak menjalani kariernya di bidang inteljen.
Ketika saya tanya apa manfaat kuliah dulu dengan pekerjaan di TNI, sambil
berkelakar menjawab “untuk mencari teman”. Saya goda “mencari teman
atau isteri?” Karena yang bersangkutan menikah dengan adik kelas yang
dahulu sama-sama aktif di organisasi pencinta alam di kampus. Ada yang
mula-mula menjadi guru, tetapi dalam perjalanannya belok terjun ke
birokrasi dan sukses menjadi pejabat daerah. Ada yang semula terjun ke
NGO tetapi dalam perjalannya terjun ke dunia politik.

Walaupun profesinya berbeda-beda pertemanan sesama mantan aktivis
ternyata terus sambung. Buktinya ketika ada yang menikah mereka datang
dan menjadi semacam reuni. Suatu saat saat kaget ketika mendatangi salah
satu mantan pengurus BEM menikah, tahu-tahu didaulat menjadi saksi.
Juga pernah di suatu acara saya ditodong untuk memberi sambutan.
Ketika saya tegur “kok tidak memberi tahu lebih dahulu” mereka
berseloroh “kapan lagi bisa mengerjai dan dahulu kami-kami sering
dikerjai”. Dasar anak-anak bengal, pikir saya, tetapi tetap berdiri memberi
sambutan dan dalam hati bangga anak-anak itu tetap kompak.
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Mewisuda Ister

alau kita melihat aspek-aspek yang dinilai dalam TIMES Higher
K Education peran SDM, khususnya dosen sangat sentral. Aspek

teaching-learning environment memiliki bobot 30% dan itu pada
dasarnya menilai kinerja dosen, aspek research (reputation survey, research
income, research productivity) memiliki bobot 30% dan itu juga merupakan
hasil karya dosen, apalagi citation (research influence) tentu juga hasil karya
dosen. Dalam penilaian Shanghai Jia Tong hampir semua yang dinilai juga
terkait dengan kinerja dosen, yaitu jumlah alumni yang memenangkan
Nobel Prizes and Fields Medals, jumlah staf yang memenangkan Nobel Prizes
and Fields Medals, jumlah sitasi dari riset dosen, jumlah makalah yang

terindeks, dan kinerja dosen secara umum.

Tampaknya dua lembaga pembuat peringkat universitas itu menganggap
dosen merupakan faktor utama dalam menentukan maju-tidaknya
universitas. Logikanya sebagai lembaga pendidikan tinggi, dosenlah yang
melaksa-nakan fungsi tridharma, padahal tridharma itulah yang menjadi
ukuran kemajuan universitas. Namun jika ditelaah lebih mendalam dosen
tersebut dapat menjalankan tugasnya dalam mengajar dan melakukan
penelitian dengan baik, kalau iklim akademik kampus tidak baik. Beberapa
teori mengatakan academic climate atau academic culture berpengaruh kuat
terhadap kinerja dosen dan kesungguhan mahasiswa dalam belajar. Situasi
akademik itulah yang membuat dosen produktif.
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Terdorong oleh pemahaman itu dan melihat universitas “top” di Indonesia
juga masih termasuk ranking bawah di pemeringkatan TIMES, saya ingin
tahu seperti apa sih situasi akademik di universitas maju di negara maju.
Oleh karena saya tidak pernah kuliah di luar negeri, saya banyak bertanya
kepada teman-teman yang pernah kuliah di luar negeri, khususnya
universitas yang termasuk peringkat atas di TIMES. Kebetulan dua anak
saya juga kuliah di luar negeri. Informasi yang saya dapat, sebenarnya
fasilitas di universitas di negara maju juga tidak terlalu hebat, yang
membedakan iklim akademiknya. Di sudut-sudut kampus banyak
mahasiswa yang sedang membaca, berdiskusi, perpustakaan selalu penuh
mahasiswa dan bahkan perpustakaan buka 24 jam. Banyak mahasiswa yang
tidur di perpustakaan ketika harus menyelesaikan tugasnya. Ketika
mengerjakan tugas atau tesis, konsultasi dengan dosen terjadwal dengan
tertib dan mahasiswa harus melaporkan pengerjaan tugas atau tesisnya.

€
P : H
3
z e 5
3 E 3
1 1 University of Oxford United Kingdom
2 4 University of Cambridge United Kingdom
=3 2 California Institute of Technology United States
=3 3 Stanford University United States
5 5 Massachusetts Institute of Technology United States
6 6 Harvard University United States
7 T Princeton University United States
8 8 Imperial College London United Kingdom
9 =10 University of Chicago United States
9 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland
13 University of Pennsylvania United States

CRITERIA OF TOP UNIVERSITIES
CRITERIA| 'STANDARD INDICATORS BEING USED

Research + Amount of research grants received

* No. of research products / recognitions conferred by
national and international bodies

* No. of papers refereed and cited in refereed journals

* No. of articles, books and publications per staff

* No. of patents attained

* No. of products commercialized

* No. of postdoctoral

Teaching * Ratio of academic staff (o students
* No. of programmes accredited by professional bodies
infrastrucure * % of equipment fully operational and calibrated or
physical faciities that meet safety and qualty standards
| * No. of book titles in the Library
Human Resource + No. of academic staff with PhD or equivaient

| * % of results from “Peer Review P

Perankingan Perguruan Tinggi

Ketika mendapat kesempatan short course dan melakukan penelitian
kolaboratif dengan teman sejawat di universitas luar negeri saya
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menyaksikan kebenaran informasi itu. Diskusi antar dosen terjadi dengan
intens karena mereka terlibat dalam proyek penelitian yang sama atau
sejenis. Mereka berkantor di departemen atau pusat studi, sehingga sehari-
hari bergaul dengan rekan sejawat yang menekuni bidang sejenis. Interaksi
akademik terjadi karena “kedekatan” masalah yang sedang ditangani dan
juga kedekatan mereka berkantor dan bekerja.

Itulah yang menjadi argumen kebjjakan di Unesa yang oleh teman-teman
disebut dengan istilah “pulang kandang”, yaitu dosen didorong untuk
menginduk di jurusan yang sesuai dengan keilmuannya. Bahkan idealnya
para dosen “berkantor” di laboratorium atau pusat kajian atau pusat studi,
sehingga sehari-hari berinteraksi dengan rekan sejawat yang berlatar
belakang keilmuan yang sama/sejenis dan atau menangani kegiatan
keilmuan sama/sejenis sehingga diskusi akademik mudah terjadi. Jika
dosen berkantor bersama-sama dengan rekannya yang berlatar belakang
berbeda, para dosen akan mencari ‘common ground’ untuk diskusi. Kata
teman saya, akhirnya akan ngobrol tentang “liga Inggris atau liga spanyol”
yang sedang berlangsung, tentang banyaknya “perceraian” di suatu daerah,
tentang “kredit mobil” dan sejenisnya. Pokoknya yang menjadi trending
pemberitaan saat itu.

Ketika berinteraksi dengan rekan sejawat di “universitas maju” istilah in
breading menarik perhatian saya. Dosen yang menempuh studi lanjut
universitas yang sama dan kemudian menjadi dosen di universitas itu juga
disebut in breading. Menurut teman-teman di universitas maju, in breading
sedapat mungkin dihindari, agar dosen memiliki pengalaman belajar di
universitas lain. Seorang teman mengatakan jika sepanjang hidupnya selalu
makan pecel, akan menganggap pecel adalah makanan yang paling enak.
Namun jika yang bersangkutan kemudian mendapat kesempatan makan
rawon, soto dan masakan padang, sangat mungkin pendapat tentang
makanan yang enak tersebut berubah.

Logika itu yang kemudian melahirkan keinginan mendorong dosen Unesa
yang kebetulan alumni Unesa untuk melanjutkan studi ke universitas lain.
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Bahkan ke universitas luar negeri. Mengapa luar negeri? Untuk awalan
membangun jejaring, karena jejaring pada umumnya diawali oleh
perkenalan individu, baik antara dosen dengan mahasiswa, antara peserta
pelatihan dengan nara sumber atau sesama mahasiswa atau sesama peserta
pelatihan. Nah, kalau dosen melanjutkan studi ke universitas luar negeri
berarti menjadi pintu membangun jejaring kerjasama tersebut.

Apakah dengan mengumpulkan atau mengembalikan dosen ke jurusan
yang sesuai dengan bidang ilmunya dan memberikan pengalaman mereka
untuk studi lanjut di universitas bagus, iklim akademik di Unesa tumbuh
baik? Jujur, jawabannya “tidak” atau lebih halusnya “belum”. Mengapa?
Sampai sekarang saya belum tahu penyebabnya. Secara hipotetik dapat
diduga, karena terkait dengan hukum masa kritis. Untuk mengubah situasi
diperlukan jumlah orang dengan pandangan baru dalam proporsi tertentu.
Mungkin jumlah orang yang memiliki pengalaman kerja di iklim akademik
bagus belum mencapai jumlah tersebut. Kalau menggunakan teori momen
inersia, gaya untuk mengubah posisi benda belum mampu mengalahkan
momen inersia yang menahannya. Kalau menggunakan teori adopsi
inovasi, mungkin juga para innovator belum mampu menggerakkan para
early adopter apalagi yang late adopter. Mungkin juga zona nyaman telah
mendarahdaging, sehingga memerlukan energi sangat besar untuk
mengubahnya.

Yang sedikit mengembirakan dan juga mengagetkan adalah mulai
tumbuhkan iklim akademik di kalangan mahasiswa. Diskusi yang terkait
dengan matakuliah dan sejenisnya mulai tumbuh. Dari obrolan ringan
dengan beberapa mahasiswa, ternyata itu terkait dengan penugasan dosen-
dosen muda. Wawancara ringan menemukan dosen muda sepertinya
memiliki pola perkuliahan yang lebih membuat mahasiswa harus
membaca dan berdiskusi. Mudah-mudahan itu terus tumbuh yang
membesar. Jika dosen-dosen muda yang punya pengalaman studi lanjut di

192 Mohon Pamit tapi Punya Hutang



universitas maju
kemudian  menularkan
pengalamannya kepada
mahasiswa tentu suatu
yang menjanjikan.
Namun kita harus tetap
sabar karena
penambahkan dosen
muda belum terlalu

s
Dosen Diskusi Bersama Mahasiswa

signifikan, sehingga sesuai
teori masa kritis masih diperlukan waktu cukup lama untuk menampakkan
iklim akademik yang diidam-idamkan.

Ketika situasi tersebut kami diskusikan dengan beberapa dosen muda yang
konon sering dipuji mahasiswanya sebagai dosen yang bagus, mereka
merasa tidak ada yang istimewa saat mengajar. Mereka meniru dosennya
yang dianggap baik saat kuliah. Mereka mengatakan di level perguruan
tinggi mahasiswalah yang harus aktif belajar, fungsi dosen lebih banyak
mendampingi, mengarahkan dan membantu jika mahasiswa mengalami
kesulitan. Salah seorang yang baru pulang menempuh S3 di luar negeri
mengatakan, situasi di universitas tempat belajar memang memaksa orang
untuk belajar. Setiap minggu mahasiswa harus menyelesaikan tugas dan
laporan penelitiannya. Dan itu dibahas secara intens dengan dosen
pembimbingnya. Sang dosen akan menunjukkan mana yang sudah OK,
mana yang perlu diperbaiki sambil menunjukkan referensi yang perlu
dibaca. Setelah menyampaikan pendapatnya, ada dosen muda yang
mengeluhkan rekan seniornya yang disebut “ilmunya sudah kedaluwarso”.
Dengan agak berseloroh mengatakan, sejak zaman dia kuliah di S1 sekitar
15 tahun lalu sampai sekarang yang diajarkan ya itu-itu saja”. Kebetulan
yang bersangkutan lulus S1 dari Unesa dan menempuh S2 dan S3 di
universitas lain yang konon termasuk terbaik di Indonesia. Untuk
mendinginkan suasana, sekaligus memberi harapan, saya mengatakan, ya
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sudahkan Anda yang harus memulai kami-kami ini kan sudah ashar,
sebentar lagi juga magrib alias pensiun.

Mengalami situasi yang hampir membuat fustrasi itu, saya jadi teringat
nasihat teman muda dari Fakultas Bahasa dan Seni, membangun gedung
dan mengadakan peralatan itu mudah dan bisa cepat yang penting bisa
mencari uang untuk membelinya. Namun membangun SDM, apalagi yang
terkait dengan budaya memerlukan waktu panjang. Walaupun
mempunyai dana untuk mengirim dosen melanjutkan ke S3, apalagi ke
luar negeri, belum tentu semua mau. Jika mau juga belum lulus. Jika lulus
belum tentu itu dari universitas yang bagus. Jika lulus dari univeritas bagus
jangan-jangan ada yang tidak mau pulang. Dan betul, dari pengalaman
Unesa sudah punya dua orang dosen yang studi S3 di luar negeri dan
kemudian tidak mau pulang. Ada yang pulang tetapi dengan berbagai
alasan inginnya beaktivitas di luar negeri dan akhirnya keluar dari Unesa.
Dari pengalaman itu akhirnya saya menyimpulkan yang paling sulit dalam
memimpin universitas adalah mengelola orang, khususnya dosen. Seorang
teman menasehati bahwa dosen itu, apalagi yang senior dan yang memiliki
keahlian tertentu, seringkali tidak merasa sebagai “anak buah ketua jurusan,
dekan dan rektor”. Mungkin karena merasa lebih senior dan memiliki
keahlian yang melebihi ketua jurusan, dekan dan rektor. Oleh karena
diperlukan kiat-kiat khusus untuk mengajarkan mereka untuk melakukan
sesuatu. Visionary leadership yang dianjurkan oleh Burt Nanus mungkin
yang cocok.

Apakah dosen senior tidak dapat menumbuhkan iklim akademik yang
bagus. Jawabnya, bisa. Dan sudah banyak yang berusaha kearah itu.
Namun jujur harus disebutkan kalau jumlahnya belum seimbang yang
cenderung menikmati zona nyaman. Apakah yang menikmati zona
nyaman itu salah? Jawabnya tidak, karena kultur yang tumbuh sejak
mereka masih yunior memang sudah seperti itu. Jadi tidak ada yang salah.
Semua telah cocok dengan zamannya, Nah ketika zaman berubah
kemudian yang semula cocok kemudian memerlukan perubahan dan
perubahan itu ternyata tidak mudah.
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Merenungkan fenomena itu, saya jadi teringat diskusi yang lumayan panas
dengan teman di Dikti tentang “apakah memang semua universitas
didorong menjadi research university”. Saat ini saya mengatakan, tidak
mungkin. Atau katakanlah tidak tepat jika semua universitas didorong
menjadi research university. Mengapa? Research university secara definisi
memang diarahkan untuk fokus pada riset, sedangkan perkuliahan
hanyalah untuk menopang kegiatan tersebut. Itulah sebabnya universitas
di negara maju yang memang diarahkan sebagai research university, jumlah
mahasiswanya tidak terlalu banyak dan mahasiswa pascasarjana cukup
besar. Sebagian besar riset dilakukan oleh mahasiswa S3 yang tentu saja
dibawah bimbingan profesornya. Bahkan ada universitas yang pada awal
pendiriannya dimulai dari program S2 dan S3, baru setelah itu dibuka
program S1. Tidak seperti di Indonesia, ketika mengusulkan program S2
ditanya dahulu apakah punya program S1 dan apakah akreditasinya sudah
A.

Jika tidak semua perguruan tinggi diarahkan menjadi research university,
berarti yang lain menjadi teaching university. Bukankah dengan begitu
menjadi universitas kelas dua? Menurut saya tidak, antara research university
dan teaching university tidak dapat dibandingkan karena tujuannya berbeda.
Seperti ayam dan dengan bebek. Yang satu menghasilkan temuan-temuan
ilmiah, yang lainnya menghasilkan lulusan yang hebat. Dan kalau dicermati
memang banyak perguruan tinggi yang by design sebenarnya teaching
university. Bukan research university. Teaching universityjuga hebatjika dapat
menghasilkan lulusan yang menurut masyarakat hebat.

Sudah saatnya LPTK, termasuk Unesa memikirkan pengembangan
arahnya apakah sebagai research university yang akan menghasilkan
teori/konsep/model yang terkait dengan kependidikan atau sebagai
teaching university yang akan menghasilkan guru dan tenaga kependidikan
yang hebat. Apakah tidak boleh keduanya, artinya juga menghasilkan guru
dan tenaga kependidikan yang hebat dan sekaligus dapat menghasilkan
teori/konsep/model pendidikan baru? Tentu jawabnya boleh. Namun
perlu ditanyakan dahulu, apakah memiliki SDM, fasilitas dan anggaran
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yang banyak? Jika tidak sebaiknya memilih salah satu, daripada nanti
hasilnya sebagai research university tidak bagus, sebagai teaching university
juga tidak bagus.

Adakah  peristiwa
yang mungkin
disebut langka saat
saya menjadi rektor
Unesa? Ada, yaitu
mewisuda isteri. Saat

saya menjadi A
Direktur Ketenagaan X s
di Dikdti, isteri harus ‘ 5 3
sering ke Jakarta =T
untuk urusan B/ :

L —

Darmawanita. Pada
hal dia guru SMKN 6
Surabaya yang tentunya tidak boleh sering meninggalkan tugas mengajar.
Setelah didiskusikan akhir diputuskan akan minta pensiun dini. Namun
ternyata usianya belum memenuhi syarat, sehingga Kepala Dinas
Pendidikan Kota Surabaya, Pak Sahudi, memberi saran untuk mutasi dosen
Kopertis. Akhirnya isteri mutasi ke Kopertis VII dan ditempatkan di
Universitas Muhammdiyah Surabaya. Begitu beralih menjadi dosen, isteri

Mewisuda Isteri

menempuh S3 di Unesa dan baru lulus saat saya menjadi rektor. Saat ujian
terbuka, Direktur Pascasarjana, Prof. Ketut Budayasa minta saya hadir,
tetapi saya tidak mau. Namun setelah ujian selesai dan ada acara pemberian
ucapan selamat saya datang sebagai suami promovendus. Namun ketika
wisuda, saya tidak dapat menghindar karena yang mewisuda harus rektor.
Untunglah isteri saya pandai dan lulus dengan cumlaude, sehingga saat
dipanggil maju untuk menerima ijazah disebut lulus dengan cumlaude. Jadi
saya juga bangga, walaupun tentu kikuk. Apalagi beberapa teman kolega
anggota Senat Universitas ada yang tepuk tangan.
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Kau yang Memulai
Kau yang Mengakhiri

uatu saat saya dikontak teman dari Ditjen GTK apakah bisa hadir

untuk ikut rapat di Denpasar. Karena sudah tidak menjadi rektor

sehingga waktunya longgar saya menyanggupi. Ternyata rapat
tentang sertifikasi guru. Yang memimpin rapat Bu Santi Ambarukmi
(biasa saya panggil Mbak Santi) yang saat itu menjadi salah satu Kasubdit
di Ditjen GTK, sekarang menjadi Direktur Pembinaan Guru PAUD.
Hadir Bu Rahayu Retno Winarni (biasa saya panggil Mbak Retno) dari
Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, sekarang kembali menjadi Ditjen
Dikti Kemendikbud. Rapat membahas PP Nomor 19/2017 sebagai
penyempurnaan PP Nomor 74/2008 tentang Guru. Argumentasi
terbitnya PP Nomor 19/2017 menggantikan PP Nomor 74/2008 adalah
masa transisi UU Nomor 14/2005 sudah berakhir, maka Pendidikan dan
Latihan Profesi Guru (PLPG) sudah harus dihentikan dan guru yang
belum memiliki sertifikat pendidik harus menempuh PPG (Pendidikan
Profesi Guru) sebagaimana diamanatkan UU Nomor 14/2005.
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Setelah selesai rapat, kami bertiga berkelakar “kau yang memulai kau juga
yang mengakhiri’. Memang kami bertiga terlibat secara intens dalam
merancang dan memulai PLPG dengan acuan PP Nomor 74/2008,
bahkan memulainya sebelum PP itu terbit. Dan kami bertiga akhirnya
terlibat untuk mengakhirinya dan menggantinya dengan PPG Dalam
Jabatan. Jadi seperti lagu, kami bertiga dahulu yang membidani lahirnya
PLPG dengan cerita panjang itu, kemudian harus terlibat untuk
mengakhirinya. Sayangnya mengakhiri dengan tidak mulus, karena
masih banyak guru yang belum tersertifikasi.

Saya jadi teringat awal memulai PLPG, bagaimana awalnya sertifikasi
guru dirancang, gagal karena tidak disepakati DPR dan kemudian
menjelma menjadi PLPG. Sekarang kami bertiga terlibat lagi untuk
mengakhiri PLPG dan merancang PPG untuk guru dalam jabatan untuk
menyelesaikan teman-teman guru yang belum memiliki sertifikat
pendidikan. Ketika mengikuti rapat terbersit dalam hati, bisa nggak ya
PPG Dalam Jabatan ini nanti menuntaskan sertifikasi guru yang ternyata
masih banyak? Jangan-jangan mengulang pengalaman PLPG.
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Apa dasar masa transisi sertifikasi guru dalam jabatan dianggap sudah
berakhir? Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen
menyebutkan sertifikasi guru dalam jabatan hanya diberi waktu 10 tahun.
Dinyatakan secara eksplisit bahwa guru yang belum memiliki sertifikat
pendidikan harus sudah memperolehnya dalam waktu 10 tahun sejak UU
Nomor 14/2005 diundangkan. Karena UU tersebut diundangkan
Desember 2005 berarti masa transisi berakhir pada bulan Desember
2015. Oleh karena itu guru yang tahun 2016 belum memiliki sertifikat
pendidikan dan ingin memilikinya harus mengikuti PPG sebagaimana
disebutkan pada Pasal 10 ayat (1).

Masalahnya jumlah guru yang belum memperoleh sertifikat pendidikan
masih sangat banyak, sekitar 1,5 juta orang. Mengapa demikian?
Sebenarnya bukan kesalahan guru ataupun siapa-siapa. Tetapi lebih
karena keterbatasan anggaran untuk memberikan tunjangan profesi
setelah guru memperoleh sertifikat pendidik, sehingga jumlah peserta
PLPG juga “dikendalikan”. Jumlah alokasi peserta PLPG selalu dikaitkan
dengan ketersediaan anggaran untuk memberikan tunjangan profesi
pada tahun berikutnya. Sebagaimana diketahui guru yang sudah
memperoleh sertifikat pendidik dan memenuhi syarat tertentu berhak
mendapatkan tunjangan profesi setara dengan gajinya. Jika dalam tahun
X jumlah peserta PLPG 100.000 orang, berarti pada tahun (X+1) perlu
disediakan anggaran tunjangan profesi kira-kira 100.000 x 12 bulan x 3
juta (perkiraan gaji 1 bulan) atau sekitar 3,6 trilyun rupiah.

Kalau waktu pelaksanaan PLPG hanya sekitar 10 hari, PPG secara teoritik
selama 1 tahun. Bagaimana model PPG Dalam Jabatan bagi 1,5 juta guru,
agar tidak terlalu lama meninggalkan sekolah? Itulah yang menjadi
pertanyaan pada rapat di Denpasar tersebut. Jadi kami harus memikirkan
bagaimana agar saat mengikuti PPG guru tidak terlalu lama
meninggalkan sekolah. Padahal PPG itu pendidikan profesi yang sudah
ada pembandingnya, misalnya Pendidikan Profesi Dokter, Pendidikan
Profesi Apoteker, dan sebagainya. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional
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Indonesia) juga menyebutkan lulusan pendidikan profesi itu level 7,
setingkat di atas S1 (level 6) dan setingkat di bawah S2 (level 8).

KETERKAITAN PENDIDIKAN DENGAN PROFESI DAN
OK.lgﬁl

... OPERATOR
(CRMA)

9 Tahun Pendidian Dasar {643)
PendidikanPra Sekolah 12)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indnnesia

e Trovep gt
r

PENGEMBANGAN KARIR
(DUDI, LATKER, MASY)

Memang ada faktor yang dapat diperhitungkan, yaitu pengalaman
mengajar guru. Guru yang telah mengajar selama 10 tahun logikanya
lebih matang dan lebih profesional dibanding dengan guru baru. Apalagi
KKNI juga memberi peluang seseorang untuk naik level melalui
pelatihan dan pengalaman kerja. Bekerja itu pada dasarnya juga belajar.
Pengalaman mengajar dan pelathan yang perlu dianalisis
kemungkinannya mejadi point untuk diperhitungkan sebagai RPL
(recognition of prior learning) yang dapat mengurangi durasi masa kuliah di
PPG.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana melakukan ekivalensi
pengalaman mengajar dengan bobot perkuliahan di PPG. Memang ada
panduan tentang pembobotan pelatihan, namun dari pengalaman
pelaksanaan portofolio di awal PLPG terjadi banyak muncul sertifikat
pelatihan abal-abal dan tidak mudah diklarifikasi. Lama mengajar

memang dapat menjadi indikator tetapi tentu tidak mutlak, karena orang
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yang lama mengajarnya sama sangat mungkin berbeda tingkat
profesionalitasnya. Bahkan data UKG menunjukkan tidak ada korelasi
antara lama mengajar dengan skor UKG. Apakah pangkat atau golongan
dapat dijadikan ukuran? Ternyata juga sulit, karena skor UKG juga tidak
berkorelasi dengan golongan kepangkatan guru.

Beruntung kemudian terbit Permenrisekdikti Nomor 55 Tahun 2017
tentang Standar Pendidikan Guru yang memilah PPG menjadi dua
macam, yaitu PPG Prajabatan bagi mereka yang baru lulus S1 dan ingin
menjadi guru dan PPG Dalam Jabatan bagi guru yang sudah mengajar di
sekolah. Pasal 20 ayat (10) dan (11) menyebutkan beban belajar PPG
Prajabatan sebesar 36-40 sks, sedang PPG Dalam Jabatan sebesar 24 sks.
Jadi seakan-akan pengalaman mengajar dihargai 12-16 sks.

Secara akademik “kebijakan” pada Permenristekdikti itu memang dapat
diperdebatkan. Apa landasan perhitungan, sehingga seakan-akan guru
(bukan calon guru) jika mengikuti PPG dianggap sudah memiliki RPL
12-16 sks. Namun sedikit banyak Permenristekdikti tersebut membantu
menyederhanakan perancangan PPG Dalam Jabatan, yaitu PPG bagi
mereka yang sudah menjadi guru. Yang kemudian harus dipikirkan
adalah berapa lama pengalaman mengajar guru agar wajar dihargai 12-16
sks. Memang dalam PP Nomor 19/2017 pasal 66 ayat (2) disebutkan
bahwa guru dalam jabatan yang sudah diangkat sampai dengan Desember
2015 dapat mengikuti PPG dengan dibiayai pemerintah. Namun ayat itu
tidak menyebutkan PPG Dalam Jabatan atau PPG Prajabatan.

Upaya mencari pola agar guru dalam jabatan tidak terlalu lama
meninggalkan sekolah itulah yang membuat kami pusing. Disatu sisi
untuk menemukan program yang diyakini dapat menghasilkan lulusan
bermutu, di sisi lain peserta (guru) tidak boleh meninggalkan waktu
terlalu lama. Belum lagi jika melihat data UKG yang menggambarkan
mutu penguasaan guru terhadap materi ajar maupun pedagogik sangat
kurang. Jumlah peserta PPG Dalam Jabatan yang banyak juga
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mengkhawatirnya mengganggu tugas reguler LPTK untuk menangani
program S1, S2, S3.

Ketika kami berkutat mencari pola PPG Dalam Jabatan, tiba-tiba
Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti meminta saya mengetuai
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru
(UKMPPG) yaitu tim yang melakukan ujian akhir bagi mahasiswa PPG.
Jadi mirip UN (ujian nasional) yang diterapkan bagi siswa SMP, SMA dan
SMK. Memang pada Permenristekdikti nomor 55/2017, pasal 21 ayat
(3) dan (4) disebutkan bahawa program PPG diakhiri dengan uji
kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional, yang dilakukan
melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi
guru.

Saat Mbak Retno memberitahu itu, saya
tidak bersedia karena sedang aktif ikut
merancang program PPG Dalam Jabatan.
Namun Prof. Aris Junaidi (Direktur
Penjaminan Mutu Ditjen Pembelajaran)
yang bertanggungjawab pada bidang
tersebut mengatakan itu sudah keputuan
di Dikti dan saya diminta mengusulkan
struktur panitia dan siapa orangnya.
Setelah diskusi panjang, akhirnya saya

menerima penugasan itu dan betul

-~ : |
Prof Aris Junaidi akhirnya ~ mendapat ~ SK  dari

Menristekdikti nomor

234/M/KPT/2017. Berarti kembali saya harus memulai sesuatu yang
baru lagi. Karena menjadi Ketua Panitia Nasional UKMPPG, akhirnya
saya meminta syarat untuk non aktif dari Tim PPG agar tidak terjadi
konflik kepentingan.

UKMPPG terdiri dari dua bagian, yaitu uji tulis dan uji kinerja. Uji tulis
kami maknai uji pengetahuan yang dilaksanakan secara tertulis atau
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dengan fasilitas komputer. Uiji kinerja kami maknai ujian praktik
mengajar. Dengan demikian di dalam Panitia Nasional, kemudian sering
disebut Panas, mestinya ada yang mengembangkan soal untuk uji
pengetahuan, ada yang mengembangkan instrumen pengamatan untuk
uji kinerja dan ada yang melaksanakan ujian tersebut. Setelah melalui
diskusi dengan beberapa teman, akhirnya tersusun Panitia Nasional
UKMPPG yang dituangkan dalam Kepmenristekdikti nomor
234/M/KPT/2017 tertanggal 14 Juli 2017. Sebagai ketua, saya diberi dua
orang wakil ketua, yaitu Dr. Totok Bintoro dari UN]J dan Dr. Santi
Ambarukmi mewakili Ditjen GTK Kemendikbud. Sebagai sekretaris Dr.
Agus Yuwono dari Unnes, sementara Bendahara dipegang oleh Wakil
Rektor II UNY. Selain itu, dibantu 4 divisi, yaitu Divisi Pengembangan
Sistem Uji (Pengembangan Soal) diketuai oleh Prof. Budi Waluyo dari
Unnes, Divisi Pengelolaan Uji diketuai oleh Prof. Kisyani dari Unesa,
Divisi Sistem Informasi diketuai oleh Alfath Yanuarto dari Unnes dan
Divisi Penjaminan Mutu diketuai Dr. Subanji dari UM. Dalam
perjalanannya kami menambah tim yang mengembangkan instrumen
observasi untuk uji kinerja dan sekaligus mengawal pelaksanaanya. Tim
dikomandani oleh Prof. Suryanti dari Unesa.

-
1

-

1|

h ~-:§ =" ]
= -

e

Uji Tulis pada UKMPPG

Sebagaimana lazimnya memulai sesuatu yang baru, kami harus membaca
beberapa referensi, mengkaji pengalaman profesi lain dan juga
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pengalaman negara lain. Untungnya beberapa teman sudah pernah
terlibat dalam penyusunan soal-soal Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dalam tim juga ada Prof. Urip Purwono,
guru besar psikometri dari Unpad. Namun demikian harus diakui,
penyusunan soal tidak lancar karena harus melibatkan banyak ahli yang
berasal dari berbagai perguruan tinggi dan harus terjamin
kerahasiaannya.

Ketika mulai menyusun soal tes tulis muncul masalah, standar yang
digunakan apa? Tim Pengembang PPG juga belum memiliki kurikulum
yang baku. Melalui diskusi panjang dan berpegang bahwa pendidikan
profesi pada dasarnya latihan menerapkan ilmu yang diperoleh di S1
dalam pekerjaan profesionalnya, maka diputuskan soal ujian tulis
UKMPPG menggunakan basis kurikulum S1 yang dikemas secara
terpadu dan diarahkan ke TPACK (technological pedagogical and content
knowledge). Belakangan ditambahkan dengan semacam inventory untuk
kepribadian dan sosial, karena menurut UU 14/2005 guru memiliki
empat kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional.

Problem berikutnya adalah bagaimana menentukan batas kelulusan.
Karateristik prodi kependidikan yang akan menghasilkan guru sangat
bervariasi. Prodi Pendidikan MIPA tentu berbeda dengan prodi
Pendidikan Bahasa dan berbeda pula dengan prodi Pendidikan Olahraga.
Tentu tidak bijak kalau menggunakan standar kelulusan yang sama,
apalagi soal yang dibuat juga belum memiliki standar yang bagus. Setelah
melalui diskusi panjang, akhirnya diputuskan menerapkan Modified
Angoff, yang ingin soal dicobakan ke peserta yang diyakini memiliki
kemampuan batas minimal lulus. Nah skor yang bersangkutan itulah
yang digunakan sebagai batas lulus.

Penyusunan instrumen uji kinerja (UKin) tidak mengalami kesulitan
karena sebelumnya telah ada di PLPG dan PPL di S1, namun pelaksanaan
UKin yang justru memakan banyak energi. Kalau ujian tulis dapat
dilakukan dalam waktu bersamaan di pusat-pusat komputer LPTK,
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UKin harus dilaksanakan di sekolah dan dengan waktu yang sesuai
dengan yang disepakati dengan sekolah. Dengan sekolah yang sangat
banyak akhirnya UKin memerlukan penguji yang banyak pula.

Apakah pengalaman menarik dalam pelakasaan UKMPPG? Banyak.
Antara lain, peserta nyontek, listrik mati, sinyal internet terganggu dan
tingkat kelulusan yang rendah. Ternyata guru yang ikut PPG juga ada
yang nyontek saat ikut UKMPPG. Itu terjadi di awal-awal pelaksanaan
UKMPPG, khususnya di beberapa lokasi ujian. Bahkan soalnya sempat
diunggah di media sosial. Akhirnya ujian diperketat, misalnya jarak kursi
diatur lebih jarang, soal diacak sehingga setiap orang menerima soal yang
berbeda, waktu masuk ruang ujian semua barang harus diletakkan di luar

kecuali alat tulis.

Listrik di lokasi ujian mati juga pernah,
sehingga selanjutnya LPTK penyelenggara
UKMPPG  diwajibkan  menyediakan
genset untuk cadangan kalau listrik dari
PLN mati. Internet ngadat itulah yang
ditakutkan panitia, untungnya sangat
jarang terjadi. Dan kalau toh terjadi segera
dapat diatasi. Kami semua (panitia)
memberikan penghargaan kepada Mas
Alfath dan tim yang harus stand by penuh
saat UKMPPG berlangsung. Jika anggota
panitia lainnya dapat berkeliling ke LPTK
untuk memantau jalannya UKMPPG, tim Mas Alfath justru harus
nongkrong di puskom jaga-jaga kalau internet tidak lancar.

Prof Ismunandar

Problem, kalau itu dapat disebutnya begitu, yang sampai dibahas dengan
Dirjen Belmawa (Prof. Ismunandar) dan beberapa rektor LPTK adalah
rendahnya tingkat kelulusan pada beberapa prodi. Pada awalnya, kami
mengira batas kelulusan yang ditetapkan dengan prinsip Modified Angoff
terlalu tinggi. Tetapi ketika ditelaah ternyata bukan disitu masalahnya.
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Panitia juga pernah mengira pelaksanaan PPG di beberapa LPTK kurang
baik, sehingga tingkat kelulusan UKMPPG-nya rendah. Masalah itu baru
dapat diklarifikasi ketika dicoba dilihat dari mana peserta lulus S1. Setelah
data beberapa kali UKMPPG peserta dipilah berdasar asal S1, ternyata peserta
dari LPTK tertentu (bermutu bagus) sekali ujian hampir 90% lulus, namun
ada peserta dari LPTK lainnya (yang kurang baik mutunya) tingkat
kelulusannya di bawah 20%. Bahkan ada lulusan prodi tertentu dari LPTK
tertentu dalam satu kali ujian tidak ada yang lulus.

Banyaknya peserta yang tidak lulus UKMPPG menjadi problem yang tidak
mudah diselesaikan.  Ketentuan dalam Panduan UKMPPG yang
ditandatangani Dirjen Belmawa menyebutkan peserta hanya boleh
mengulang UKMPPG sebanyak 4 kali. Ternyata yang tetap tidak lulus
setelah menempuh 4 kali UKMPPG jumlahnya cukup besar. Mau diapakan
mereka itu? Harus mengulang menempuh PPG? Atau dibiarkan sampai
pensiun? Atau ada jalan keluar lainnya? Sampai saya “menyelesaikan” tugas
sebagai Ketua Panitia UKMPPG belum terjawab dan konon sampai saat
inipun juga belum mendapatkan jawabannya.

Akhir tahun 2018 sampai awal 2019 saya mengalami sariawan hebat.
Sampai-sampai harus ke dokter gigi, karena menduga ada kaitan dengan
masalah gigi. Dokter gigi yang memeriksa mengatakan gigi saya baik-baik
saja dan bercerita kadang-kadang sariawan itu terkait dengan masalah
psikologis yaitu beban pikiran. Memang saat ini saya memiliki 3 pekerjaan,
disamping tetap sebagai dosen di Unesa. Sebagai Ketua UKMPPG, sebagai
anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan
diminta para rektor LPTK untuk merintis Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM) Kependidikan. Setelah diskusi dengan keluarga dan juga dengan adik
kandung yang kebetulan dokter bedah onkologi, saya memutuskan untuk
mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia Nasional UKMPPG. Surat
pengunduran diri saya ajukan ke MenristekDikti tertanggal 1 Februasi 2019
dengan harapan sudah dapat off per 1 Maret 2019. Alhamdulillah disetujui,
walaupun harus menunggu beberapa bulan. Juga sempat diklarifisasi oleh
Sekretaris Ditjen Belmawa (Prof Rina Indiastuti yang saat ini menjadi rektor
Unpad).
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23
Saling Membuli

Dikbud. Kebetulan Totok Suprayitno, Ph.D. (biasa saya panggil

Mas Totok) Kepala Balitbang, berasal dari desa sebelah di
kampung halaman. Juga sudah lama kenal dan bahkan menjadi Pimpro
saat saya menjadi konsultan ADB di SSE-2, tahun 1998. Ketika saya
bertugas di Dikti beliau menjadi Direktur Pembinaan SMA, kemudian
menjadi Kepala Biro Kepegawaian dan sering berdiskusi. Bahkan ketika
beliau pulang dari Atase Pendidikan di Amerika Serikat dan diangkat
menjadi Direktur Pembinaan SMA, saya diberi oleh-oleh buku 21
Century Skills, karangan Bernie Trilling dan Thomas Fadel yang
kemudian menjadi salah satu rujukan dalam menyusun Kurikulum 2013.

K etika ada keperluan ke Kemendikbud saya mampir ke Balitbang

Setelah ngobrol, beliau bercerita bahwa
masa bakti anggota Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M)
akan berakhir dan meminta saya mau
menjadi anggota BAN S/M yang baru.
Tentu harus mendaftar dan mengikuti
seleksi. Saya bertanya apa alasannya
meminta saya masuk menjadi anggota
BAN S/M. Dijawab untuk ikut
menyegarkan pola pikir di BAN S/M biar

Totok Suprayitno, hD reformatif. Saya mengatakan, usia saya
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sudah lebih 65 tahun, tentunya mobilitasnya tidak seperti orang muda.
Mas Totok menjawab, yang dibutuhkan bukan kerja fisik tetapi
pemikiran. BAN S/M memerlukan itu. Jadi usia tidak menjadi
pertimbangan.

Beberapa hari kemudian Pak Dadang (Sekretaris Balitbang Dikbud)
mengirimkan pengumuman pembukaan pendaftaran anggota BAN
S/M. Saya agak kaget membacanya karena harus melampirkan makalah
tentang gagasan untuk memperbaiki pola akreditasi sekolah dan SKKB
(surat keterangan kelakuan baik) dari Kepolisian. Makalah saya tidak
keberatan membuat, namun untuk mengurus SKKB ke Kepolisian saya
enggan. Apalagi harus ke Polrestabes di JI. Sikatan. Namun, setelah
merenungkan cerita Mas Totok, akhirnya saya memutuskan akan
mengurus SKKB dan memasukkan lamaran.

Beberapa waktu kemudian saya dikirimi email yang menyatakan lolos
seleksi administrasi dan diundang untuk wawancara. Ketika datang ke
Gedung A Kantor Kemdikbud untuk wawancara dan mengisi daftar
hadir, saya melihat salah satu panelis yang akan mewawancarai Bu Henny
Supolo (saya biasa memanggil Mbak Heni), aktivis pendidikan yang
pernah sama-sama menjadi panelis seleksi calon Dirjen GTK. Saya
berdo’a moga-moga yang mewawancarai saya bukan Mbak Heni, takut
ditanya apa motivasi melamar menjadi anggota BAN S/M. Juga khawatir
wawancara tidak fair karena sudah kenal baik. Alhamdulillah, yang
mewawancarai dua orang panelis muda dan yang ditanyakan seputar
makalah yang saya buat. Memang di makalah saya menyampaikan
gagasan akreditasi sebaiknya mengukur faktor yang secara teori maupun
empirik berpengaruh kuat terhadap mutu lulusan. Bukan hal-hal yang
sifatnya administratif dan pemenuhan aturan. Saya juga mengajukan
gagasan, sebaiknya akreditasi sekolah/madrasah menggunakan kerangka
pikir outcome based accreditation (OBA).

Setelah beberapa lama, saya mendapat pemberitahuan diterima sebagai
anggota BAN S/M periode 2018-2022 dan yang sangat mengagetkan ada
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nama-nama yang saya kenal baik di dalam daftar tersebut, yaitu Dr.
Sumarna Surapranata (biasa dipanggil Pak Pranata, mantan Dirjen
GTK), Prof. Arismunandar (mantan Rektor UNM), Dr. Abdul Malik
(mantan pejabat di Bappenas dan Kemenristek) dan Dr. Budi Susetyo
(dosen IPB dan pernah menjadi konsultan di Ditjen Dikdasmen). Saya
kaget karena tidak ketemu saat wawancara.

Depan dari kiri: Dr. Marjuki, Sylvia P Soetantyo, PhD., Dr. Itje Chadidjah, Prof.
Arimunandar, Mendikbud: Prof. Muhajir Effendi, Dr. Amat Nyoto, Dr. Budi Susetyo, Dr.

Capri Anjaya, Sumarna Surapranata, PhD., Drs. Muhammad Nur, Msi. Belakang dari
kiri: Muhammad Sayuti, PhD., Dr. Muhammad Yusro, Dr. Maskuri, Dr. Toni Toharudin,
saya, Abdul Malik, PhD.

Menjelang pelatikan Pak Malik bertanya apakah saya bersedia menjadi
ketua BAN S/M dan saya menjawab, tidak. Sesuai pesan Kepala
Balitbang, saya masuk BAN S/M untuk dapat menyumbangkan
pemikiran. Bukan untuk mengendalikan secara operasional. Saya
menyadari dengan usia kepala enam, fisik saya tidak cocok untuk
menangani hal-hal yang bersifat operasional. Apalagi saat itu saya masih
menjadi Ketua Panitia Nasional UKMPPG yang sudah menyita waktu.

Pada saat pemilihan ketua dan sekretaris, saya diminta menjadi ketua
sidang karena paling tua, didampingi Dr. Mohammad Yusro, M.T.
sebagai anggota termuda. Pemilihan berjalan dengan baik dan akhirnya
terpilih sebagai Ketua BAN S/M adalah Dr. Toni Toharudin, M.Sc.
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(dosen Unpad) dan sebagai sekretaris Dr. Maskuri, M.Ed. (dosen
Uhamka). Anggota BAN S/M selengkapnya, yaitu Dr. Abdul Malik
(mantan Sekjen Kemenristek dan pejabat Bappenas), Dr. Amat Nyoto
(dosen UM), Prof. Arismunandar (dosen dan mantan rektor UNM), Dr.
Budi Susetyo (dosen IPB), Dr. Capri Anjaya (praktisi pendidikan dan
penasehat PSII), Dr. Ije Chadidjah (praktisi pendidikan dan dosen LB
Uhamka), Dr. Marjuki (widyaiswara LPMP Bengkulu), saya, Dr.
Muhammad Nur (mantan Kepala LPMP Banten), Dr. Muhammad
Sayuti (dosen UAD), Dr. Muhammad Yusro (dosen UNJ), Dr. Sumarna
Surapranata (mantan Dirjen GTK), dan Dr. Sylvia P. Soetantyo (dosen
UPH).

Saya senang berinteraksi dengan teman-teman di BAN S/M karena
sering berkelakar, apalagi banyak teman lama sehingga interakasi
menjadi sangat cair. Saling “membuli” dalam pengertian kelakar
merupakan fenomena keseharian dalam rapat-rapat di BAN S/M
maupun pada waktu senggang. Ternyata itu yang membuat kami akrab
dan menikmati kerja di BAN S/M. Ungkapan yang sering muncul adalah
“saling berkelakar seperti inilah yang kami rindukan”. Artinya, disamping
bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi BAN S/M, iklim kerja di BAN
S/M itulah yang menurut saya sangat menyenangkan.

Variasi latar belakang anggota memberi keuntungan BAN S/M, karena
saat diskusi membahas sesuatu menjadi komprehensif. Salah satu kerja
besar hasil dari itu adalah pengembangan instrumen baru yang disebut
Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. Pengembangan
didasarkan pada kajian bahwa hasil akreditasi selama ini belum
memberikan hasil yang menggembirakan. Terjadi semacam paradoks.
Memang jumlah sekolah yang diakreditasi terus naik, tetapi tunggakan
juga tetap banyak. Tunggakan yang dimaksud adalah sekolah belum
pernah diakreditasi dan atau sekolah yang habis akreditasinya tetapi
belum dapat diakreditasi ulang. Jumlah dan proporsi sekolah yang
meningkat status akreditasinya juga semakin banyak, tetapi hasil UN dan
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PISA mereka tidak menunjukkan peningkatan. Pak Malik yang paling
sering menyampaikan fakta tersebut.

Di lapangan juga .
terjadi fenomena
banyak sekolah yang
berkembang dengan
baik, walaupun tidak
mematuhi  standar
yang ditentukan oleh
Kemendikbud.

Kelakar yang muncul
justru sekolah inovatif
yang melanggar

Principles-based
approach

Rules-based
approach

Improvements achieved

standar Time

Kemendikbud yang Antara principles based approach dan rules
based approach dalam pengembangan sekolah

berkembang. Kepala
Balitbang Dikbud juga
sering mempertanyakan, “jangan-jangan sekolah kita over regulated’,
sehingga terbelenggu oleh aturan-aturan yang sebenarnya tidak sesuai
dengan apa yang diperlukan untuk mengembangkan sekolah.
Pencermatan terhadap instrumen yang selama ini digunakan memang
menunjukkan arah akreditasi yang lebih mengukur input secara ketat
dengan standar baku.

Ketika mencermati referensi, misalnya hasil penelitian Eldeeb dan
Shatakumari menunjukkan regulasi yang ketat dapat menyebabkan
sekolah cenderung mengikuti standar dan tidak kreatif bagaimana
mengembangkan diri. Kalau meminjam istilah Waren Bennis
menjadikan pimpinan sekolah sebagai administratorbukan leader. Padahal
yang diperlukan dalam pengembangan sekolah adalah kreativitas
memanfaatkan input yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan,
walupun milik pihak lain. Artikel Heywood yang diberikan oleh Pak
Sayuti memberikan gambaran yang lebih jelas. Sekolah yang

Mohon Pamit tapi Punya Hutang 211



dikembangkan dengan pendekatan regulasi (rules based approach) pada
awalnya berkembang lebih cepat. Namun itu hanya terjadi beberapa lama
dan kemudian akan disalip oleh sekolah yang dikembangkan dengan
pendekatan konsep (principles based approach).

Dimulailah diskusi untuk menemukan pola akreditasi yang lebih cocok
dan tidak sekedar mengikuti standar. Kadang-kadang terjadi perdebatan
yang cukup sengit karena masing-masing anggota memiliki sudut
pandang yang berbeda. Namun setahap demi setahap mulai mengerucut
kepada pola pikir outcome based education, artinya dalam melihat mutu
sekolah bukan dilihat apa yang dimiliki sekolah tetapi sekolah mampu
menghasilkan apa. Input tetap penting, tetapi bagaimana memanfaatkan
input yang dimiliki (proses kerja) untuk menghasilkan output yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pengembangan diri,
merupakan hal yang lebih penting.

Setelah itu dikembangkan model interkoneksi berbagai variabel yang
diyakini berpengaruh terhadap mutu sekolah. Yang paling mudah adalah
menggunakan standar-standar yang selama ini digunakan dalam
akreditasi sekolah yang dihubung-kan. Hubungan antar variabel tersebut
kemudian dianalis dengan SEM. Pak Budi yang melakukan. Gambar
tersebut memang analisis untuk SMK saja, namun beliau menduga tidak
berbeda signifikan hasilnya jika diterapkan untuk seluruh sekolah.
Hasilnya sungguh menggembirakan, karena ditemukan hubungan
kausalitas antara variabel yang bermuara kepada mutu lulusan dan
berpangkal pada manajemen sekolah. Pola ini sesuai dengan konsep
pendidikan sebagai sebuah sistem maupun outcome based education, yaitu
manajemen sekolah berfungsi untuk mensinergikan semua input yang
ada dalam wujud proses pendidikan sehingga menghasilkan out
pendidikan, yaitu lulusan. Fakta empirik juga mendukung. Sekolah sering
berubah signifikan karena kepala sekolahnya ganti, sehingga pola
manajemennya berubah.
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Bertolak dari temuan tersebut, mulai dibangun paradigma IASP 2020,
dengan membagi variabel menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang
merupakan compliance dan performance. Pada prinsipnya kelompok
variabel compliance adalah yang menjadi input yang datanya dapat
diperoleh dari data sekunder, misalnya kurikulum, penilaian, sarana-
prasarana dan biaya. Vaiabel performance yang mencakup mutu lulusan,
proses pembelajara, kinerja guru dan manajemen sekolah datanya harus
digali oleh asesor saat visitasi. Variabel SDM (guru dan kepala sekolah)
mengandung bagian variabel compliance, misalnya jumlah, tingkat
pendidikan dan sebagainya, tetapi juga mengandung variabel performance
yaitu kinerjanya.

Penyusunan [ASP 2020 dikomandari oleh Pak Arismunandar yang secara
berkelakar disebut Direktur IASP 2020. Prosesnya panjang dan dipenuhi
dengan diskusi bahkan perdebatan yang kadang-kadang sengit. Namun
kematangan anggota BAM S/M tampak terbukti. Walaupun berdebat
sengit tetapi setelah itu berkelakar lagi dan saling “membuli”. Seingat saya
diskusi IASP sudah dimulai awal tahun 2019 dan baru diuji coba pada
Agustus 2020. Jadi memakan waktu hampir dua tahun. Cukup panjang,
karena yang berubah bukan instrumennya, tetapi paradigma
akreditasinya. Jika sebelumnya lebih merupakan input based kemudian

[ Faktor ] i

Loading J

Hasil analisis SEM thd interkoneksi variabel di sekolah
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Paradigma IASP 2020

bergeser menjadi performance based, sebagai pengganti outcome based
karena juga memperhatikan kinerja sekolah. Jadi perubahan instrumen
merupakan konskuensi perubahan paradigma tersebut. Dalam proses
diskusi disepakati namanya IASP 2020 dengan menerapkan performance
based. Artinya akreditasi sekolah mendasarkan kepada kinerjanya dan
bukan semata-mata pada input yang dimiliki.

Saya tidak ingat berapa kali perubahan [ASP 2020 mulai draft pertama
sampai yang dianggap final untuk diujicoba. Mungkin lebih dari 20 kali,
karena memang kajian dilakukan berulang-ulang untuk memastikan
instrumen sesuai dengan konsep performance based dan lebih dari itu
sesuai dengan konteks sekolah dan madarasah di Indonesia. Namun
hasilnya menggembirakan. Hasil uji coba yang dilakukan pada bulan
Agustus 2020 menunjukkan bahwa IASP 2020 cukup baik. Analisis yang
dilakukan teman dosen dari UGM dan UNPAD dua-duanya
menyimpulkan [ASP 2020 cukup baik, dilihat dari validitas maupun
reliabilitasnya.

Karena menggunakan per-formance based, maka akreditasi lebih banyak
memerlukan pemaknaan apa yang terjadi di sekolah, sehingga
memerlukan profesionalitas asesor. Perilaku siswa, proses belajar
mengajar, proses manajemen, dan budaya sekolah merupakan beberapa
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contoh indikator kinerja sekolah yang hanya dapat dimaknai oleh asesor
yang benar-benar faham dunia persekolahan. Berbeda dengan saat
menggunakan input based yang dengan mudah dilihat ukurannya.

Oleh kerena itu tantangan terdekat dan rasanya cukup besar adalah
memastikan bahwa asesor faham dan berkomitmen menerapkan IASP
2020 dengan sungguh-sungguh. Setelah melakukan diskusi panjang
diputuskan bahwa BAN S/M memerlukan “asesor baru” untuk
menggunakan JASP 2020. Artinya asesor lama tidak otomatis dapat
ditugaskan mengakreditasi sekolah dengan menggunakan IASP 2020,
tetapi harus mengikuti seleksi ulang dan pelatihan ulang. Bu Itje dan Bu
Sylvi yang mendapat tugas mengomandani seleksi maupun pelatihan.

Apakah IASP 2020 betul efektif mengukur mutu sekolah? Apakah asesor
yang dipilih melalui seleksi ketat dan pelatihan secara serius dapat
menerapkan IASP 2020 dengan baik? Itulah dua pertanyaan yang masih
mengganjal. Pertanyaan pertama, hanya waktu yang dapat menjawab,
sedangkan pertanyaan kedua sudah mulai muncul jawabannya saat
melakukan piloting pada akhir tahun 2020. Pencermatan data, khususnya
tabel data-sekor-rekomendasi yang diberikan asesor banyak yang tidak
sinkron. Padahal, kewajiban mengisi data hasil visitasi pada setiap butir,
dimaksudkan untuk “memaksa” asesor harus memberikan sekor yang
sesuai dengan kenyataan lapangan. Rekomendasi juga harus sesuai
dengan tabel data. Selama pelatihan kedua hal tersebut mendapat
penekanan. Namun hasilnya masih belum menggembirakan. Oleh
karena itu, dirancang akan diadakan “pelatihan ulang” atau penyegaran
agar asesor benar-benar dapat menerapkan IASP 2020 seperti yang
dikonsepkan.

Setelah IASP 2020 selesai, tampak masih ada dua hal besar yang perlu
dipikirkan.  Pertama, data sekunder yang akan digunakan untuk
akreditasi. Ketika awal merancang akreditasi, untuk menghindari
tumpukan tunggakan, akreditasi akan menggunakan pola otomatis bagi
sekolah yang sudah pernah diakreditasi dan menurut data sekunder tidak
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mengalami perubahan yang berarti. Data utama yang akan digunakan
adalah informasi di “Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun pada
piloting ditemukan fakta bahwa data Dapodik tidak up to date, sehingga
menjadi pertanyaan besar jika akan digunakan untuk memutuskan status
akreditasi sekolah. Mengapa tidak up to date? Banyak kemungkinan.
Secara jujur harus diakui orang Indonesaia belum terbiasa meng-update
data. Data di Pangkatan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang dikelola
oleh Dikti juga sering dipertanyakan validitasnya. Apalagi masih ada
sekolah yang tidak memiliki sarana internet sebagai wahana mengunggah
data. Konon juga ada sekolah yang menyerahkan unggah data ke pihak
lain.

Kedua, variasi kondisi sekolah. Sekolah di kota rasanya tidak menjadi
masalah. Bagaimana sekolah di daerah 3T yang seringkali tidak memiliki
sarana yang memadai, siswanya sedikit dan sebagainya. Pengalaman
melaksanakan program Sarjana Mengajar di Daerah 3T (SM3T)
menunjukkan banyak sekolah di daerah seperti itu siswa hanya sedikit,
siswa baru datang ke sekolah sekitar jam 9 pagi dan akan segera
dipulangkan jika ada awan tebal, karena khawatir tidak dapat pulang
akibat banjir. Siswa juga tidak memiliki buku dan hanya mengandalkan
catatan dari guru. Seringkali gurunya sangat kurang, bahkan ada SD yang
gurunya hanyak 1 atau 2 orang. Belum lagi jika memlihat kondisi sarana-
prasarana yang sangat terbatas. Apakah sekolah seperti itu cocok
diakreditasi dengan IASP 2020, walaupun menekankan pada kinerja
sekolah?
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Kebagian Memulai

ekitar awal tahun 2018 saya bertemu dengan Prof. Mansyur Ramli
S di lounge bandara Soetta. Beliau orang Makassar yang saat itu

menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN PT). Setelah BAN PT direstrukturisasi menjadi dua bagian
yaitu Majelis Akreditasi dan Dewan Ekskutif, beliau menjadi anggota
Majelis Akreditasi. Sebelum di BAN PT beliau menjadi Kepala
Balitbangdikbud dan sebelumnya lagi sebagai Rektor UMI (Universitas

Muslim Indonesia Makassar).

Saat bertemu dan ngobrol, Prof. Mansyur menanyakan perkembangan
Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan. Saya bingung
menjawabnya karena memang tidak tahu perkembangannya. Memang
sekitar tahun 2013, ketika menjabat sebagai rektor Unesa kami
mengadakan rapat yang dihadiri oleh para rektor LPTK Negeri dan ketua
atau wakil organisasi profesi kependidikan untuk merintis LAM DIK.
Saat itu dibuat semacam nota kesepakatan untuk mendirikan LAM DIK
yang ditandatangani oleh sejumlah yang hadir. Namun setelah itu tidak

ada kelanjutannya.

Tergerak oleh pertanyaan Prof. Mansyur, saya mengontak Prof. Sunaryo
Kartadinata sebagai Ketua ISPI yang menjadi induk organisasi profesi
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Prof. Sofendi, Prof. Sunaryo, Prof. Sofyan Anief, Prof. Ganefri

kependidikan. Ternyata beliau juga tidak tahu bagaimana
perkembangannya. Bertanya kepada beberapa teman rektor juga tidak
ada yang tahu. Sepertinya memang stagnan. Mungkin para rektor dan
pimpinan organisasi profesi yang dahulu ikut rapat di Surabaya sudah
lupa. Atau saling menunggu siapa yang akan memulai. Saya sendiri tidak
tahu bagaimana menindaklanjuti karena sudah bukan rektor, sehingga
tidak punya “stempel” mengundang pihak lain.

Ditengah kegundahan tersebut ada informasi bahwa Direktorat
Penjaminan Mutu (Penjamu) di Kemenristekdikti punya program untuk
mendorong berdirinya LAM. Waktu itu saya masih menjadi Ketua
UKMPPG sehingga sering bertemu dengan teman-teman di Direktorat
Penjamu. Mbak Retno bercerita tentang adanya program itu dan
menyilahkan kalau teman-teman ingin mendirikan LAM Kependidikan.
Mbak Retno akan membantu untuk mengadakan rapat-rapat.
Dimulailah rapat yang dibiayai oleh Direktorat Penjamu.

Waktu itu terpikir minimal ada empat pihak yang harus ikut rapat pada
tahap awal, yaitu ALPTK Negeri, ALPTK Swasta, Forkom FKIP dan
ISPI. Biar semua unsur terwakili, karena menurut aturan LAM didirikan
oleh dua pihak, yaitu organisasi profesi dan lembaga penyelenggaran
pendidikan. Prof. Sunaryo sebagai Ketua ISPI yang diminta untuk
mengundang. Hadir Prof. Sofyan Anief, Rektor UMS sebagai Ketua
ALPK Swasta, Prof. Ganefri Rektor UNP sebagai Ketua ALPTK Negeri,
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Prof. Sofendi, Dekan FKIP
Unsri sebagai Ketua Forkom
FKIP. Setelah melalui
serangkaian rapat yang dihadiri
beberapa rektor LPTK lainnya
dan juga beberapa perwakilan
asosiasi profesi serta
komunikasi via WA,
diputuskan untuk melanjutkan
upaya  pendirian LAM
Kependidikan  dan  saya
diminta untuk meng-

koordinasi.

Sesuai dengan prosedur, maka
langkah pertama adalah menyusun studi kelayakan dan proposal yang
nanti akan diajukan ke Dikti. Untuk mengerjakan kedua dokumen
tersebut tentu memerlukan enersi cukup besar dan kesungguhan.
Dengan berbagai pertimbangan, misalnya kemudahan mengerahkan
sumberdaya dan sebagainya, akhirnya yang banyak menyiapkan draft
studi kelayakan dan proposal LAM Kependidikan adalah ALPTK Swasta
yang diwakili oleh Prof. Harun Joko Prayitno, Dekan FKIP Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Prof. Ahman yang mewakili ISPI dan Prof.
Sofendi banyak mencurahkan waktu untuk mereview draft yang
disiapkan Prof. Harun dan kawan-kawan. Namun demikian dalam
rapat-rapat berikutnya banyak perwakilan LPTK Negeri maupun LPTK

Swasta dan beberapa organisasi profesi kependidikan yang ikut serta.

Penyusunan naskah studi kelayakan dan proposal ternyata memakan
waktu cukup lama dan mengalami revisi beberapa kali. Ketika diajukan
ke Kemenristekdikti dan saat itu dibahas dalam suatu rapat dihadiri oleh
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para eselon 1, masih ada bagian yang perlu disempurnakan. Seingat saya
waktu itu hadir Prof. Ainun Na'im sebagai Sekjen, Prof. Ismunandar
sebagai Dirjen Belmawa, Dr. Patdono Suwignyo sebagai Dirjen
Kelembagaan, Prof. Paulina Panen sebagai Staf Ahli Bidang Akademik.
Hadir juga beberapa pejabat eselon 2 yang terkait, diantaranya Dr.
Ridwan. Dari LAM Kependidikan hadir relatif lengkap, termasuk Prof.
Syawal Gultom, mantan Rektor Unimed dan Prof. Nyoman Jampel,
Rektor Undiksa.

Peserta rapat memberi masukan untuk penyempurnaan. Namun seingat
saya tidak terlalu banyak. Yang justru ditanyakan adalah prodi apa saja
yang akan menjadi garapan LAM Kependidikan. Sebenarnya dalam
proposal sudah disebutkan, bahwa mengacu pada Permenristekdikti
Nomor 257/M/KPT/2017, namun ternyata ada overlapping dengan
LAM SAMA, khususnya untuk prodi Pendidikan MIPA. Akhirnya
diadakan rapat bersama antara LAM Kependidikan, LAM SAMA serta
Kemenristekdikti dan disepakati cakupan Lam Kependidikan tetap
seperti  Permenristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017 dengan
pengecualian prodi S2 Pengajaran Matematika dan S2 Pengajaran Fisika
di ITB menjadi cakupan LAM SAMA dengan argumentasi proporsi
bidang Kependidikan sangat kecil.
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Pada saat rapat tersebut Pak Patdono sebagai Dirjen Kelembagaan yang
membidangi pendirian LAM mengiformasikan bahwa nanti akan ada
bantuan dana saat awal LAM beroperasi. Diperkirakan bantuan akan
berjalan dua tahun dan setiap tahun akan mendapatkan sekitar 2 milyar.
Tentu kami sangat gembira, karena ketika LAM PT Kesehatan dahulu
berdiri didukung oleh dana oleh Dikti karena merupakan bagian dari
proyek HPEQ (Health Professional Education Quality), sementara pendirian
LAM yang baru harus mandiri. Apalagi bidang pendidikan bukankah
“bidang basah”, sehingga mengharap dari dukungan finansial dari asosiasi

profesi sangat sulit.

Peresmian LAM DIK, LAM SAMA, LAM EMBA,
LAM TEKNIK oleh Menristekdikti

Sayangnya, ketika kabinet berganti dan Dikti digabung kembali menjadi
bagian dari Kemendikbud dan pandemi covid-19 melanda Indonesia,
tampaknya dukungan dana dari Dikti sulit diharapkan. Oleh karena itu
LAM Kependidikan, mungkin juga LAM-LAM baru lainnya, harus
berupaya mencari pendanaan secara mandiri. Iuran dari organisasi
pendiri memang ada, tetapi jumlahnya sangat tidak cukup.
Pengembangan instrumen adalah bagian kegiatan yang paling banyak
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menyedot enersi. Setelah melalui revisi beberapa kali, akhirnya proposal
LAM DIK diterima melalui surat Menristekdikti nomor
T/497/M/OT.00.00/2019, tertanggal 2 Agustus 2019.  Bahkan
kemudian dilakukan peresmian bersama-sama LAM SAMA, LAM
EMBA, LAM TEKNIK.

Karena LAM DIK harus berstatus bahan hukum, maka didirikan
Yayasan LAM Kependidikan yang kemudian dimintakan pengesahan
dari Kementerian Hukum dan HAM. Pesetujuan tersebut terbit melalui
Keputusan Menkumham nomor AHU-0018765.AH.01.04.Tahun 2019,
tanggal 17 Desember 2019. Dengan dua dokumen tersebut secara resmi
LAM DIK sudah berdiri, namun belum dapat operasional karena belum
memiliki instrumen, prosedur baku akreditasi, cakupan program studi
yang akan diakreditasi dan biaya yang harus dibayar oleh program studi
yang mengajukan akreditasi. Instrumen akreditasi harus mendapat
pengesahan oleh Majelis Akreditasi BAN PT, sedangkan cakupun
program studi dan biaya akreditasi ditetapkan oleh Menteri.

Sejak awal tahapan tersebut sudah diketahui karena tertuang di Permen
dan Per BAN. Yang berat itu bukan hanya mendapatkan pesetujuan dan
Menteri tetapi justru menyiapkan instrumen dan perangkat lainnya
sebagai permulaan kerja LAM DIK. Belum lagi, LAM DIK dan juga
LAM-LAM lainnya harus mandiri dalam pembiayaan karena tidak ada
dukungan dari pemerintah, seperti LAM PT-Kes dahulu. Oleh karena itu
menjelang pengurusan akta notaris diadakan rapat di Unesa yang dihadiri
para rektor dan wakil organisasi untuk membahas Langkah LAM DIK
setelah diresmikan. Salah satu topik yang dibahas adalah siapa yang

222 Mohon Pamit tapi Punya Hutang



asansang i A\
Teman Babat Alas LAM DIK, searah jarum jam: Prof
Harun Joko Prayitno, Dr. Aceng Hasani, Dr. Sofia Hartati,

Dr. Agus Taufiq, Dr. Lukman Najamudin dan. Dr. Muhdi.
menjadi ketua dewan pengurus. Jujur saya menghindar karena merasa
sudah tua. Toh saya sudah mengkoodinasi persiapan sampai
mendapatkan pengesahan dari Menristekdikti. Namun tidak ada yang
mau dan meminta saya untuk menjadi Ketua Umum. Ketika dijelaskan
bahwa pengurus yang dari dosen PNS harus melepas status dosen, malah
diminta saya pensiun dini dengan imbalan digaji oleh LAM DIK.
Akhirnya saya “terpaksa” menerima penugasan untuk memulai memutar

roda LAM DIK.

Saya membayangkan tidak mudah merintis LAM DIK, karena semua
harus mandiri, sementara tidak memiliki modal apa-apa. Untungnya
dibantu tim yang sangat berdedikasi, yaitu Prof. Harun Joko Prayitno dari
UMS sebagai Wakil Ketua Umum, Dr. Aceng Hasani dari Untirta sebagai
sekretaris, Dr. Sofia Hartati dari UN] sebagai bendahara, Prof. Agus Tafiq
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dari UPI sebagai Ketua, Dr. Lukman Najamudin dari Untad sebagai
Ketua dan Dr. Muhdi dari UPGRIS sebagai Ketua. Kami bahu membahu
bagaimana bekerja keras, memutar otak agar dengan modal nol rupiah,
roda LAM DIK dapat berjalan.

Beruntung Dikti yang diwakili oleh Prof. Aris Junaidi sebagai Direktur
Penjaminan Mutu dan Mbak Retno Winarni mau membantu walaupun
hanya dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat. Namun setelah beberapa
kali rapat, covid-19 melanda kita sehingga beberapa waktu rapat-rapat
terhenti. Memang diskusi via WA group terus berjalan, tetapi tidak
efektif. Covid-19 ternyata juga membuat kita menjadi kreatif. Rapat-
rapat dilakukan secara daring, sehingga tidak memerlukan biaya untuk
tarsportasi. Memang tidak seefektif kalau tatap muka, tetapi frekuensi
rapat dapat dilakukan lebih sering. Yang lebih menggembirakan, Tim

Pengembang Instrumen sangat bersemangat.

Tim Pengembang Instrumen dipimpin oleh Prof. Ivan Hanafi dari UN]
dan Prof. Joko Nurkamto dari UNS dibantu Prof. Ekohariadi untuk
sistem IT. Banyak teman yang bergabung dalam tim Pengembang
Instrumen dan bekerja dengan gigih, padahal tidak mendapatkan honor
sama sekali. Antara lain Prof. Sunandar (alm) dari UPGRIS yang sampai

Y

Prof Ivan Handfi, Prof Joko Nurkamto dan Prof Ekohariadi
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menjelang wafat tetap gigih bekerja, Prof. Ahman dan Prof. Nana
Supriatna dari UPI, Dr. Anam Sutopo dari UMS, Dr. Rohmadi dari UNS,
Prof. Suryanti, Dr. Nanik Indahwati, Dr. Yuni Sri Rahayu, Asmunin,
ST.MT, Prof Lutfiyah Nurlaela dari Unesa dan masih ada beberapa orang
lagi.

Pengembangan instrumen ternyata tidak sederhana karena di satu sisi
harus memiliki kekhususnya bidang kependidikan, di lain pihak harus
sesuai dengan kebijakan BAN PT. Memenuhi keduanya ternyata tidak
mudah. Prof. Pratiwi dari Majelis Akreditasi BAN PT banyak membantu
memberi arahan. Sampai naskah ini selesai ditulis (Juni 2021)
pengembangan instrumen belum selesai. Review dan revisi instrument
sampai putaran ke-4, artinya sudah 4 kali direvisi. Saat naskah ini ditulis,
revisi ke 4 sudah selesai dilakukan dan dikirim kembali ke BAN PT.

Semoga sudah dapat disetujui, karena revisinya minor.

LAM DIK juga harus mengajukan biaya akreditasi untuk mendapatkan
persetujuan dari Mendikbud. Ternyata prosesnya tidak sederhana.
Karena belum punya pengalaman, LAM DIK bersama LAM barulainnya
belajar ke LAM PT Kesehatan yang dipimpin oleh Prof. Usman Chatib
Warsa. Kami bersyukur karena LAM PT Kesehatan sebagai “kakak”
sangat membantu dan LAM-LAM vyang baru juga sangat kompak.
Bahkan untuk melakukan sinergi dibentuk Forum Komunikasi LAM
(disingkat FORKOM LAM PT) dan diketuai oleh Prof. Usman.

Kebetulan saya diminta menjadi Koordinator Pelaksana.

Melalui Forkom LAM kelima LAM yang baru (LAMDIK, LAM SAMA,
LAM EMBA, LAM INFOKOM dan LAM TEKNIK) berdiskusi dan
berguru ke LAM PT Kesehatan untuk mengajukan biaya akreditasi.
Biaya tersebut sudah diajukan ke Dikti melalui BAN PT dan bahkan
pernah dibahas bersama Direktur Kelembagaan (Dr. Ridwan).
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Berdasarkan pembahasan tersebut semua LAM melakukan revisi. Revisi
sudah diajukan ke BAN PT untuk diteruskan ke Kemendikbud dan
pernah dibahas dengan Sekjen Kemendikbud (Prof. Ainun) dan Dirjen
Dikti (Prof. Nizam). Semoga segera mendapat pengesahan.

Cakupan prodi yang menjadi klien LAM juga sudah pernah dibahas
bersama Majelis Akreditasi BAN PT dan Forkom LAM. Menurut
informasi, cakupan program studi untuk masing-masing LAM juga
sudah disampaikan ke Kemendikbud untuk ditetapkan. Sampai naskah
ini selesai ditulis, kami (kelima LAM yang baru, termasuk LAMDIK)
masih menunggu penatapan biaya akreditasi dan cakupan program
akreditasi oleh Mendikbud. Tanpa penetapan biaya akreditasi dan
cakupan prodi yang menjadi tugasnya, LAM belum dapat melaksanakan
tugasnya.

Majelis Akreditasi BAN PT sudah membuat skenario transisi dari BAN
PT ke LAM, selama tiga bulan. Waktu tiga bulan dimaksudkan untuk
sosialisasi sekaligus waktu bagi program studi menyesuaikan diri dengan
LAM. Dengan demikian baru bulan ke empat, setelah cakupan prodi dan
biaya akreditasi ditetapkan, LAMDIK mulai melakukan tugas
mengakreditasi program studi Kependidikan.

Sambil menunggu penetapan tersebut, LAM DIK terus berkerja untuk
menyiapkan sistem akreditasi, sistem keuangan, dan rekrutmen asesor.
Beberapa teman di Unesa yang bekerja banting tulang, pada hal belum
ada honornya, antara lain Prof. Lutfiyah Nurlaela (sekarang sudah
dilantik menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pembedayaan
Masyarakat Desa), Prof. Ekohariadi, Dr. Yuni Sri Rahayu, Prof. Suryanti,
Pak Asmunin ST, MT, Pak Ari Kurniawan ST, MKom, Dr. Nanik
Indahwati, S.Pd.,M.Or. dan Pak Loggar Bhilawa, S.E. M.Si.
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Pamit [ etapi Punya
Hutang

esember 2021 adalah bulan terakhir saya menjadi PNS setelah 47

tahun 1 bulan saya lalui. Saya pamit undur diri tetapi merasa

punya hutang. Masa tugas saya sebagai PNS sebenarnya cukup
panjang, hampir setengah abad. Namun ketika merenungkan apa yang
telah saya perbuat untuk Unesa, ternyata tidak banyak. Bahkan untuk
jurusan saya, Pendidikan Teknik Mesin (sekarang menjadi Teknik
Mesin) dan Fakultas Keguruan [lmu Teknik (FKIT) yang kemudian
berubah menjadi Fakultas Pendidikan Teknogi dan Kejuruan (FPTK)
dan berubah lagi menjadi Fakultas Teknik (FT), hampir tidak ada.
Ketika saya mencoba melakukan refleksi diri mengapa itu terjadi,
ternyata saya tergolong DBL (dosen banyak di luar) atau mungkin
kemampuan saya yang terbatas. Oleh karena itu saya merasa punya
hutang ke Unesa, khususnya ke jurusan tempat saya menginduk dan
karena menerima gaji selama 565 kali, tetapi tidak mampu memberikan
sumbangan yang berarti. Padahal dari bekerja sebagai dosen Unesa plus
ditopang jerih payah isteri sebagai guru dan kemudian beralih menjadi
dosen L2Dikti yang ditempatkan di Universitas Muhammadiyah
Surabaya (UMS), kami membangun rumah tangga dan membesarkan
anak-anak.
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Bersama-sama Anak-anak Liburan di Jogya

Alhamdulillah, ketiga anak kami semua sudah berumah tangga dan
hidup mandiri. Si sulung, Rizki Fitria yang biasa dipanggil Kiki atau
Titi, alumni S2 Edinburgh University sekarang bekerja di Herriot Watt
University. Titi menikah dengan Roy William Martin warga negara
Inggris dan tinggal di Edinburgh Scotlandia. Yang tengah, Reza
Rahmadian yang biasa dipanggil Reza atau Tata alumni S2 Curtin
University of Technology Australia, meneruskan pekerjaan ayahnya
mengajar di Jurusan Teknik Elektro Unesa. Tata menikah dengan
Cameilia Ratri Kusumawardani gadis dari Malang dan sudah punya
satu anak, Arjuna Revi Valerian. Mereka sekarang tinggal di Surabaya
mendekati orangtuanya. Si bungsu, Aldila Rahmaputri yang biasa
dipanggil Lala alumni S2 MBA ITB, berwiraswasta sambil mengajar di
Unpam serta mengurus Sekolah Islam Terpadu Cikal Cendikia di
Cilengsi Bogor. Lala menikah dengan Bimantiyo dan mempunyai dua
orang anak, yaitu Freya Keynara Albisatiyo dan Bragi Radeva
Albisatiyo. Mereka tinggal di Bintaro Sektor IX Tangerang Selatan.

Memang keaktifan saya secara penuh di jurusan dan di fakultas tidak
lama, dibanding masa kerja yang 47 tahun itu. Di awal menjadi PNS,
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disamping menjadi asisten dosen Mekanika Teknik, sehari-hari saya
diperbantukan di LPK (Lembaga Praktik Keguruan), unit kerja yang
mengurusi mahasiswa PPL (Praktek Pengalaman Lapangan/Praktek
Mengajar). Teman yang waktu itu sama-sama “crondo” (PNS baru) di
LPK adalah Prof. Siti Maghfirotun Amin, yang biasa saya mbak Amin
atau kadang-kadang Yu Amin. Selesai itu saya memang banyak di
jurusan dan membantu Pak Nurbuadi (alm.) menangani administrasi
jurusan dan mengajar praktik permesinan sekaligus menjadi teknisi di
workshop permesinan bersama Hartoyo Arsono, teman sesama asisten
dosen yang kemudian menjadi dosen ITATS. Saat itu jurusan tidak
punya staf TU, apalagi teknisi. Keaktifan di jurusan itupun tidak lama,
karena kemudian ditugasi menjadi Ketua Lab. Microteaching dibawah
Pusat Sumber Belajar yang diketuai Dra. Aliyah Abdullah (Alm.) dan
setelah itu “pergi” menempuh S2 dilanjutkan S3, selama 6 tahun.

Selesai S3, bahkan sebelum selesai, diminta untuk membantu di TPP
(Tim Perencanaan dan Pengembangan) dan kemudian ditunjuk sebagai
Wakil Ketua dan Ketua TPP. Jadi di jurusan hanya untuk mengajar.
Saat itu TPP berkutat menyelesaikan RIP (Rencana Induk
Pengembangan) IKIP Surabaya dan mengembangkan RKT (Rencana
Kegiatan Tahunan). Belum tuntas sebagai Ketua TPP, ditugasi sebagai
Sekretaris Pascasarjana untuk merintis pendirian prodi baru, antara lain
Pendidikan Sains.  Ditengah-tengah membantu Prof. Soedjadi
(Direktur Pascasarjana) dalam mengembangkan prodi baru, diminta
Kemendikbud menjadi team leader pada Proyek SSEP-2 (Senior
Secondary Education Project-2) bantuan ADB (Asian Development Bank),
disambung ke JSEP-2 (Junior Secondary Education Project-2) bantuan W/ B
(World Bank). Dengan demikian perhatian saya lebih banyak di
Kemdikbud Jakarta. Dikampus praktis hanya mengajar.
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Menjelang JSEP-2 berakhir, Dikti menugasi menjadi Ketua Tim
Sertifikasi Guru. Saat berkutat mengembangan instrument (tes)
sertifikasi guru, saya terpilih menjadi Pembantu Rektor IV Unesa. Baru
sekitar 6 bulan menjadi Pembantu Rektor IV diminta ke Jakarta
menjadi Direktur Ketenagaan dan kemudian menjadi Rektor Unesa
sampai dengan Agustus 2014. Jadi sejak pulang dari menempuh S3
praktis tidak banyak yang saya kerjakan di jurusan, kecuali mengajar.
Mengajarpun juga lebih banyak di Pascasarjana, karena memang S3
saya Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan pengalaman saya banyak
dalam bidang Perencanaan Pendidikan, sehingga matakuliah yang
cocok memang di pascasarjana. Itu pula yang mungkin membuat
banyak teman yang tidak percaya bahwa S1 saya itu Pendidikan Teknik
Mesin, karena lebih banyak menekuni manajemen pendidikan dan

pendidikan guru.

Itulah salah satu alasan mengapa ketika selesai menjadi rektor, saya
berkeinginan dapat aktif di jurusan untuk me-refresh keakademikan
yang sudah sekian lama terkesampingkan. Buku dan artikel hasil
mengunduh di internet dan membeli, yang tertumpuk sudah dirapikan
untuk mulai dibaca. Gagasan penelitian dan artikel juga sudah
berseliweran di benak. Ketua Jurusan saat itu, Dr. Mochamad Cholik,
M.Pd. memberikan ruangan khusus bersama Prof. Wayan Susila.
Begitu juga Prof. Ketut Budaya, Direktur Pascasarjana juga

memberikan ruangan khusus bersama Prof. Toho Cholik Mutohir.
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Namun cita-cita membaca buku dan artikel, melakukan penelitian dan
menulis artikel itu tidak dapat berlangsung mulus, karena beberapa
waktu kemudian saya diminta menjadi Ketua Panitia Nasional
UKMPPG (Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru) di
bawah Ditjen Dikti. Unit kerja baru yang tentu memerlukan
konsentrasi untuk menanganinya. Apalagi UKMPPG menjadi exit
exam, sehingga di satu sisi menjadi penjaga gawang penjaminan mutu,
di lain pihak menjadi “penentu nasib” mahasiswa PPG. Oleh karena itu
UKMPPG harus ditangani secara obyektif dan profesional.

Ketika masih berkutat menangani UKMPPG yang seringkali membuat
bingung, saya diminta bergabung di BAN S/M (Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah) yang sampai masa pensiun datang masa
tugas di BAN S/M belum berakhir. Belum sampai satu tahun menjadi
anggota BAN S/M, para rektor LPTK dan asosiasi profesi kependidikan
“memaksa” saya menjadi Ketua Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi
Mandiri Kependidikan (LAMDIK) yang ternyata benar-benar menyita
waktu dan konsentrasi. Sampai naskah ini ditulis dan masa pensiun
saya telah datang, kami di LAMDIK masih banting tulang, memutar
otak bagaimana LAMDIK dapat berjalan. Jadi saat pensiun sebagai
PNS, saya masih bertugas sebagai anggota BAN S/M dan Ketua
LAMDIK.

Mungkin ada yang bertanya, mengapa merasa punya hutang? Toh
ketika bekerja membantu Kemdikbud juga atas nama Unesa. Saya
“lahir” dari rahim Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, FKIT-IKIP
Surabaya dan sebelum lulus S1 sudah dijinkan untuk bergabung
menjadi asisten dosen. Walaupun banyak kegiatan di luar kampus
sampai pensiun saya berstatus sebagai dosen IKIP Surabaya yang
kemudian berubah menjadi Unesa, sehingga pasti saya banyak

mendapat bantuan dalam meniti karier. Mulai bimbingan para senior,
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khususnya di awal menjadi dosen, dukungan kolega dan tentu bantuan
pada pimpinan di semua level organisasi Unesa ketika saya menapaki
karier selanjutnya. Sementara kontribusi saya ke jurusan, fakultas dan
Unesa sangat kecil atau bahkan tidak terlihat. Jadi saya defisit

pengabdian karena apa yang saya kontribusikan jauh lebih
kecil dibanding apa yang saya terima, sehingga merasa punya

hutang.

Karena sudah pensiun tentu tidak dapat berperan langsung dalam ikut
mengembangkan Unesa. Kalau toh masih dijjinkan untuk berperan
langsung, mungkin sebatas mengajar. Karena itu yang dapat saya
sumbangkan, untuk sedikit mengurangi beban hutang adalah gagasan.
Semoga gagasan sederhana ini dapat menjadi secuil tambalan atas
hutang saya. Saya mohon maaf jika ternyata gagasan yang saya ajukan
tidak sesuai atau terlalu kecil untuk mengembangkan Unesa.

Pertama, era keterbukaan telah merasuk ke segala aspek kehidupan.
Batas negara seakan menjadi sekedar batas administratif. Orang,
barang, dan jasa bebas melintas batas negara. Dalam draft awal RUU
Omnibus law, sektor pendidikan masuk di dalamnya dan secara
eksplisit lembaga pendidikan asing diberi peluang besar masuk ke
Indonesia. Walaupun atas desakan berbagai pihak akhirnya sektor
pendidikan dikeluarkan, namun fenomena itu menjadi indikator bahwa
pemikiran seperti itu telah masuk dalam pemikiran pengambil
kebijakan, sehingga bukan mustahil akan berjalan dalam bentuk-bentuk
tertentu.

Saat inipun, sebenarnya secara substansi pendidikan asing telah masuk
ke Indonesia dengan memanfaatkan celah yang ada. Sekolah Perjanjian

Kerjasama (SPK) yang merupakan penjelmaan dari Sekolah
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Internasional merupakan salah satu bentuknya. Program double degree
di tingkat universitas atau bahkan ada universitas yang secara terbuka
menyebut “universitas dari negara asing” juga merupakan bentuk
serupa. Di satu sisi masuknya pola pendidikan asing memberikan
dampak positif karena akan terjadi “alih teknologi” dan mendorong
lembaga pendidikan lokal terpacu wuntuk berbenah untuk
meningkatkan mutu. Namun di lain pihak juga merupakan acaman.
Pengalaman menunjukkan bangsa kita belum tinggi rasa percaya
dirinya, sehingga cenderung menganggap “barang dari negara lain”

lebih baik, apalagi datangnya dari negara maju.

Mungkin muncul pertanyaan, mengapa lembaga pendidikan asing
ingin masuk ke Indonesia? Karena pendidikan sudah difahami sebagai
bentuk “bisnis layanan jasa”. Dan jumlah penduduk Indonesia yang
besar merupakan pasar yang masif. Jadi tidak mengherankan jika
banyak iklan pendidikan dalam berbagai bentuk dari negara lain.
Terjadilah pertemuan supply-demand, antara lembaga asing yang ingin
“berjualan di Indonesia” dan orang tua yang lebih percaya dengan

pendidikan dari negara lain.

Oleh karena itu Unesa dan juga perguruan tinggi di Indonesia lainnya
harus mempersiapkan diri bersaing dengan lembaga sejenis dari negara
lain. Tentu persaingan yang fair, yang berbasis kepada mutu dan
layanan. Bukan mengandalkan kepada aturan pelarangan univesitas
asing masuk ke negeri ini. Jadi bagaimana Unesa dapat terus
meningkatkan mutu lulusan sekaligus mutu layanan yang berstandar

internasional.

Kedua, masih terkait dengan persaingan tersebut, kini sebagai PTN
Unesa juga harus bersiap berkompetisi dengan PTS. Fenomena akhir-

akhir ini menunjukkan bahwa kategorisasi sekolah negeri dengan
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sekolah swasta, dalam konteks mutu sudah tidak relevan. Banyak
sekolah dan perguruan tinggi swasta yang mutunya melebihi sekolah
dan perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu muncul fenomena, SD
negeri yang gratis kekurangan murid, sementara SD swasta yang mahal
justru kebanjiran pendaftar. Orang tua yang ekonominya cukup, tidak
segan membayar mahal agar anaknya dapat sekolah yang baik. Cepat
atau lambat fenomena seperti itu akan bergerak naik dan pada saatnya
sampai jenjang perguruan tinggi. Bahkan akhir-akhir sudah ada PTS
menyodok ke kelompok dalam 10 ranking universitas terbaik. Memang
kalau kita belajar dari negara maju ternyata perguruan tinggi yang top
seringkali juga PTS.

Mengapa itu terjadi? Pengalaman menunjukkan lembaga negeri,
termasuk sekolah dan peguruan tinggi, seringkali kalah lincah dalam
berinovasi untuk meningkatkan mutu dibanding rekannya yang swasta.
Banyaknya aturan yang “mengikat” seringkali membuat sekolah dan
perguruan tinggi negeri semacam terbelenggu. Di sisi lain, dengan
memiliki back up pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi negeri
merasa berada dalam “zona nyaman” dan tidak merasa harus “kerja
keras”. Oleh karena itu Unesa harus meninggalkan “zona nyaman” dan
bersiap berkompetisi secara bebas dan fair.

Di samping inovasi, sekolah dan perguruan tinggi negeri pada
umumnya belum memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang
efisiensi. Mungkin karena terbawa kebiasaan birokrasi pemerintahan
yang cenderung “gemuk struktur” dan tidak harus mencari dana sendiri,
maka pemanfaatan sarpras, keuangan dan sumberdaya lainnya kurang
efisien. Apalagi masih banyak aturan yang harus diikuti dan
menyebabkan pengelolaan sumberdaya kurang efisien. Jadi disamping
meninggalkan zona nyaman Unesa juga harus memulai era efisiensi

dalam pengelolaan sumberdaya.
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Berkompetisi bukan berarti alergi dengan bekerjasama. Bersinergi
dalam kompetisi atau berkompetisi dalam sinergi harus menjadi prinsip
ke depan. Artinya Unesa perlu berkolaborasi dengan lembaga tertentu
yang relevan, namun dalam berkolaborasi tersebut prinsip
berkompetisi tetapi dijaga. Bagaimana di dalam kolaborasi itu saling
menunjukkan kinerja yang lebih baik dari partnernya, menampilkan

gagasan yang lebih inovatif dan sebagainya.

Ketiga,  terkait  dengan
efisiensi fokus menjadi satu
pertimbangan penting.
Ketika sumberdaya yang
dimiliki masih terbatas dan
efisiensi  harus  menjadi
perhatian, maka kebiasaan
“hangabehi” atau semua ingin
digapai  tidak  relevan.
Sumberdaya yang masih
terbatas akan lebih baik jika
difokuskan pada
pengembangan  program-
program yang diyakini akan

menjadi keunggulan Unesa.
Memperbesar atau memperbanyak sesuatu yang sudah baik jauh lebih
mudah dibanding memperbaiki sesuatu yang sudah besar atau banyak
tetapi mutunya kurang baik. Pepatah jawa “mburu uceng kelangan

deleg” mungkin juga cocok diperhatikan.
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Bersama Anak, Menantu dan Cucu

Fokus kemana sebaiknya Unesa? Saya merasa tidak kompeten untuk
menentukan. Para pimpinan Unesa dan teman-teman muda pasti jauh
lebih faham konstelasi saat ini. Yang dapat saya sarankan menggunakan
prinsip competitive advantage jika akan fokus pada bidang-bidang yang
diyakini sudah kuat atau sudah “di depan”, sebaliknya menggunakan
comparative advantage jika akan fokus bidang yang masih “di belakang”.
Dengan menerapkan competitive advantage pada bidang yang sudah di
depan akan menjadi peluang menjadi unggulan, namun jika prinsip itu
diterapkan pada bidang yang masih di belakang akan “mengejar bayang-
bayang sendiri’. Menerapkan comparative advantage pada bidang yang
masih di belakang berpeluang menemukan sesuatu yang prospektif dan
belum dilirik orang baik, sementara jika itu diterapkan pada bidang
yang sudah di depan akan membuang energi.

Keempat, era teknologi khususnya teknologi digital memunculkan era
distrupsi yang unpredictable. Sebagai LPTK sudah saatnya Unesa
memikirkan isi kurikulum (apa yang dipelajari) maupun model

pembelajarannya. Bahkan mungkin perlu dipikirkan apakah sistem
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pendidikan yang berlaku saat ini masih cocok dengan era digital.
Beberapa ungkapan berikut ini layak untuk direnungkan secara
sungguh-sungguh: (1) Sinyalemen Charles Handy bahwa pola
pendidikan saat ini sudah ketinggalan zaman, karena semua informasi
dapat diketahui melalui dunia maya; (2) Keluhan Tony Wagner bahwa
sekolah yang terbaik saat inipun tidak mampu memberikan the survival
skills yang dibutuhan dalam kehidupan era sekarang; (3) Fakta yang
ditunjukkan oleh Jim Clifton bahwa saat merekrut karyawan baru
Google dan E & Y tidak menanyakan lulusan dari mana dan jurusan apa,
tetapi apa yang dapat dikerjakan untuk perusahaan. Ini berarti jjazah itu
tidak penting atau bahkan sekolah itu tidak penting, yang dipentingkan
kemampuan; (4) Prediksi Jorgen Moller bahwa di masa datang, dalam
pendidikan tidak penting jenjangnya apa dan berapa lama waktu
studinya, tetapi yang penting kalau lulus dapat mengerjakan apa. Saat
ini sedang ramai didiskusikian apa pendidikan berbasis kompetensi
masih relevan. Muncul slogan shifting paradigm from competence to
capability. Pada saat yang sama juga muncul konsep growth mindset yang
menyatakan kemampuan orang akan dapat tumbuh jika punya
keyakinan demikian.

Memang banyak penelitian terkait dengan hal-hal tersebut, yang
kemudian memunculkan istilah 21* century skills dan sebagainya. Juga
banyak yang meneliti model pembelajarannya, misalnya problem based
learning, project based learning dan sebagainya. Namun kontekstualisasi
dari berbagai konsep tersebut di Indonesia rasanya belum ada.
Pendidikan itu culture bounded, sehingga apa yang baik di negara lain
belum tentu cocok di negara kita. Dengan demikian akan merupakan
kontribusi besar pada kemajuan pendidikan, jika Unesa dapat

menemukannya.
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Kelima, pandemi Covid-19 memberi pelajaran kepada kalangan
pendidikan. Tampaknya bidang pendidikan relatif lebih lambat dalam
memanfaatkan teknologi dibanding bidang-bidang lainnya. Ketika
pandemi Covid-19 mendera dan pendidikan tatap muka tidak dapat
dilaksanakan semua guru dan murid dipaksa untuk melakukan
pembelajaran daring. Walaupun awalnya tertatih-tatih dan tentu
banyak kekurangan, tetapi pelan tetapi pasti kalangan pendidikan
tersadar bahwa ada teknologi yang tersedia untuk membantu proses

pembelajaran dan selama ini belum termanfaatkan.

Apakah setelah pandemi Covid-19 berakhir proses pembelajaran akan
kembali seperti dulu? Saya yakin tidak. Pengalaman selama pandemi
memberi pelajaran berharga bahwa tidak semua materi ajar harus
dipelajari secara tatap muka. Toh “segala informasi” sudah ada di dunia
maya. Toh kita dapat berdiskusi secara daring. Toh kita dapat
mengerjakan sesuatu bersama-sama walupun kita berada di tempat
yang berbeda. Peter Drucker menyitir dalam situasi turbolensi yang
berbahaya bukan turbolensinya itu, tetapi cara kita merespons dengan
logika kemarin. Bagaimana pola pembelajaran yang terbaik di era pasca
pandemi, di era digital, itulah yang perlu dikaji oleh ahli-ahli
pendidikan, termasuk Unesa.

Semoga Unesa terus berkembang dan pada saatnya menjadi universitas
yang berwibawa dan dikenal baik di dalam maupun luar negeri. Jjinkan
saya mohon diri, walaupun akan tetap berupaya bekontribusi sesuai
dengan kemampuan. Saya berjanji pada diri sendiri akan tetap
menekuni bidang pendidikan dan tentu membersamai keluarga yang
mungkin selama ini kurang mendapat perhatian. Mohon dimaafkan

atas segala kekhilafan selama ini.
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